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ABSTRAK 
Analisis Harga Jual Produk Berbasis Nilai Keadilan  
pada Lembaga Usaha Berlabel Syariah 
(Studi Kasus pada Toko Santri Pesantren Modern IMMIM Putra Makassar) 
 
Analysis Selling Price Product Based of Justice Value 
at Institute Labeled Sharia Business 
(Case Study on Business Unit of IMMIM Modern Boarding School-Male City 
of Makassar) 
Ade Ikhlas Amal Alam 
Alimuddin 
Abdul Rahman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan harga jual pada lembaga 
usaha berbasis syariah di Unit Usaha Pesantren IMMIM Putra Makassar. 
Penelitian dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian dan melakukan 
wawancara dengan narasumber atau pihak-pihak yang terkait. Hasil wawancara 
diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan 
didukung dari sumber keadilan dalam Islam yaitu, Al-Qur’an dan As-Sunnah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada penentuan harga jual produk pada 
Unit Usaha cukup adil, namun nilai keadilan dalam Islam pada beberapa 
kebijakannya untuk penerapannya masih belum sempurna atau belum 
diberlakukan secara menyeluruh untuk santrinya. 
 
Kata Kunci: harga jual, unit usaha, nilai keadilan dalam Islam. 
 
This study aims to determine the selling price determination on the institution of 
sharia-based businesses in the Business Unit of IMMIM Modern Boarding 
School-Male City of Makassar. The study was conducted by descending directly 
to the location of research and interviews with sources or related parties. 
Interview results were processed and analyzed using descriptive and qualitative 
methods are supported from the source of justice in Islam, Al-Quran and As-
Sunnah. The results of this study indicate that in determining the selling price of 
the product on the business unit fair enough, but the value of justice in Islam on 
several policies for its implementation is still not perfect or not enforced as a 
whole for students. 
Key Words: selling price, bussines unit, justice value in Islam. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Harga adalah hal yang sangat esensial dalam perspektif ekonomi 
konvensional (An-Nabhani, 2009:6). Hukum permintaan-penawaran dan harga 
memiliki hubungan yang sangat kuat serta saling memengaruhi. Ketika harga 
suatu produk naik maka permintaan akan produk tersebut akan menurun 
begitupun sebaliknya, jika harga suatu produk turun maka permintaan akan 
produk tersebut akan meningkat. Hal ini menjadi dasar untuk mengetahui 
bagaimana mekanisme terbentuknya harga pada suatu produk. Pada umumnya, 
perusahaan menetapkan harga penjualan untuk suatu produk dengan 
menghitung berapa cost produk ditambah dengan persentase mark up (MC 
Mas’ud, 1982:101). 
Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan 
pemasaran. Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat 
peranan harga dalam menentukan laku tidaknya suatu produk, tingkat laba, serta 
kelangsungan usaha (going concern). Penentuan harga dalam konsep syariah, 
pada umumnya tidak jauh berbeda dengan penentuan harga produk dalam 
konsep akuntansi konvensional. Hanya saja, dalam penetuan harga pada konsep 
syariah, ada beberapa aspek yang harus senantiasa diperhatikan, aspek tersebut 
antara lain adalah aspek kekeluargaan serta berbagi kepada sesama. 
Selajalan dengan hal di atas, Wasilah dan Nurhayati (2011:93), 
menyatakan bahwa asas akuntansi syariah meliputi persaudaraan (ukhuwah), 
keadilan (‘adalah), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), 
universalisme (syumuliyah). Adapun fokus penelitian ini lebih tertuju kepada 
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konsep nilai keadilan Islam dalam penentuan harga produk. Menurut Wasilah 
(2011:94), nilai keadilan adalah menempatkan sesuatu pada yang berhak dan 
sesuai dengan posisinya. Realisasi dari prinsip ini adalah menghilangkan 
terjadinya praktik-praktik seperti: riba, kezhaliman, judi, ketidakjelasan, dan 
haram, dalam segala segala aspek muamalah. Dengan demikian, penentuan 
harga jual pada suatu produk dalam konsep syariah tidak hanya berfokus pada 
tingkat keuntungan semata namun juga senantiasa memerhatikan terciptanya 
nilai keadilan dalam bermuamalah. Hal ini dimaksudkan agar dalam 
bermuamalah tidak terdapat lagi unsur-unsur keharaman yang dapat berimplikasi 
pada terciptanya ketidak berberkahan dalam muamalah. 
Meskipun harga suatu produk telah ditentukan, namun dalam konsep 
syariah, penerapan harga kepada pembeli bisa saja lebih kecil ataupun lebih 
besar dari harga jual yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini disebabkan 
pertimbangan segi kemampuan atau daya beli pembeli. Harga produk bisa saja 
menjadi lebih kecil jika pembeli yang datang adalah orang yang tingkat 
ekonominya rendah atau miskin, sehingga hal ini dapat menjadi wasilah amal 
berupa sedekah dari penjual kepada pembeli. Di sisi lain, harga jual bisa saja 
menjadi lebih besar dari harga yang ditetapkan sebelumnya oleh penjual, ketika 
yang datang adalah seorang yang memiliki kemampuan atau daya beli di atas 
rata-rata atau orang yang tergolong mampu membeli diatas harga yang telah 
ditetapkan, dengan syarat harus ada transparansi antara penjual dan calon 
pembeli mengenai harga, modal, serta keuntungan yang akan diperoleh  penjual. 
Sehingga, ketika uang yang dibayarkan oleh pembeli lebih besar dari harga yang 
telah ditetapkan, pembeli akan merasa ikhlas dan dapat pula menjadikannya 
sebagai wasilah sedekah dari pembeli kepada penjual. 
3 
 
 
Berdasarkan pemaparan di atas, akuntansi syariah harus memandang 
dari semua aspek agar tercipta keadilan dalam jual-beli. Adapun, kecenderungan 
dalam akuntansi konvensional yang hanya berfokus pada aspek material (dunia), 
dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan dan ketimpangan sosial. Sehingga 
dari berbagai masalah kesenjangan sosial tersebut, maka lahirlah salah satu 
cabang ilmu mengenai akuntansi syariah. 
Akuntansi syariah menjelaskan mengenai konsep halal dan haram yang 
merujuk kepada konsep mufsadat dan mudharat (kebaikan dan keburukan/ 
keadilan dan kezhaliman), jika dilihat sekilas, akan nampak sama dengan 
akuntansi konvensional akan tetapi pada dasarnya sangat jelas perbedaan 
antara konvensional dengan syariah. Selain konsep halal dan haram terdapat 
pula konsep syubhat (hal yang samar-samar hukumnya antara halal dan haram). 
Konsep syubhat inilah yang menjadi panduan untuk lebih memperhatikan dan 
meneliti mengenai kehalalan seluruh aktivitas ekonomi yang meliputi: input - 
proses - output, dengan menghindari wilayah abu-abu yang memungkinkan 
seseorang terjatuh pada keharaman1. Dari konsep syubhat tersebut, diharapkan 
penjual dapat memperhatikan keseluruhan dari tiap-tiap aktivitas ekonomi dalam 
menetapkan harga jual produk agar terhindar dari wilayah abu-abu yang dapat 
mengarahkan proses penetapan harga menuju keharaman. Hal ini diperkuat oleh 
                                                             
1Dari Abu Abdillah an Nu’man bin Basyir –semoga Allah meridhainya- beliau berkata: 
Saya mendengar Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya yang 
halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya terdapat perkara yang samar 
(musytabihat) tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menghindari 
syubuhat maka ia membersihkan Dien dan kehormatannya. Barang siapa yang masuk ke  
dalam syubuhat maka ia (hampir) masuk ke dalam haram, bagaikan penggembala yang 
menggembalakan ternaknya di sekitar himaa (wilayah yang dilindungi), hampir-hampir 
saja ternak itu makan di tempat yang dilindungi tersebut. Ingatlah, sesungguhnya setiap 
raja memiliki wilayah khusus yang dilindungi, ingatlah bahwa wilayah khusus yang 
dilindungi bagi Allah adalah keharamannya. Ingatlah bahwa di dalam jasad terdapat 
segumpal daging. Jika baik, maka baiklah seluruh jasad.Jika rusak, maka rusaklah 
seluruh jasad.Ketahuilah, bahwa (segumpal daging) itu adalah hati (H.R: al Bukhari dan 
Muslim. 1946). 
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hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi yang menjelaskan bahwa mendapatkan 
keuntungan (nafkah) yang halal adalah sebuah kewajiban2. 
Bisnis konvensional tidak mengenal aspek persaudaraan (ukhuwah), baik 
itu sanak saudara, keluarga, ataupun teman, semuanya dipandang sama dan 
hanya dibatasi atau berfokus pada pemenuhan kebutuhan yang sifatnya material 
sehingga berimplikasi pada lahirnya ketidakadilan dalam pententuan harga suatu 
produk. Salah satu bentuk ketidakadilan dalam penentuan harga jual produk 
dalam konsep konvensional adalah penentuan harga jual yang tidak manusiawi 
(pengusaha merasa  menetapkan margin konstan misalnya 20% untuk semua 
produk). Dalam proses penjualan konvensional, penetapan harga jual tidak 
memandang adanya perbedaan social ekonomi pembeli, baik miskin ataupun 
kaya harga yang ditetapkan akan sama saja. Sebagai contoh: untuk membeli 1 
liter beras maka telah dipatok sebesar Rp 4.500, maka siapapun pembeli yang 
datang maka akan dikenakan harga yang sama per liternya. Hal ini tentunya 
akan melahirkan ketidakadilan antara si miskin dan si kaya karena tingkat daya 
beli dari keduanya sudah pasti berbeda. Si miskin membeli 1 liter beras dengan 
banyak pertimbangan dan pengorbanan sedangkan si kaya membeli sekarung 
beras tanpa harus ada pertimbangan dan pengorbanan. 
Syariah tidak menafikkan keuntungan dalam berbisnis akan tetapi 
keuntungan bukanlah merupakan aspek yang paling utama, ada faktor 
keberkahan atau orientasi untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta’ala 
yang menjadi pertimbangan yang lebih esensi di atas keuntungan materi guna. 
mencapai puncak kebahagiaan hidup manusia sebagai seorang pedagang 
muslim. Jika hal ini tercapai, maka telah terpenuhilah dua syarat diterimanya 
                                                             
2Nabi juga bersabda, “berusaha mendapatkan nafkah yang halal adalah kewajiban di 
samping tugas-tugas lainnya yang telah diwajibkan” (HR: Baihaqi dalam Shu’ab al-iman). 
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amal manusia, yakni adanya niat yang ikhlas dan cara yang sesuai dengan 
tuntunan syariat (Jusmaliani, 2008:86). 
Persamaan antara konsep konvensional dan syariah sangatlah jelas yaitu 
dalam hal mencari keuntungan. Akan tetapi, dalam konsep syariah keuntungan 
tidak hanya dilihat atau dinilai dengan bentuk materi semata, namun adapula 
keuntungan yang dilihat dari segi non-materi. Sedangkan dalam konsep 
konvensional, semakin besar keuntungan yang diperoleh maka usaha akan 
dinilai semakin baik pula. Walaupun hal keuntungan tersebut diperoleh tanpa 
memperhatikan aspek halal dan haram. Keuntungan dari hasil penjualan 
memang menjadi tujuan dari setiap muamalah, akan tetapi keuntungan yang 
dicari harus didapat dengan mabrur (diberkahi)3. 
Bisnis yang berlabel syariah saat ini telah menjamur dan hal yang sangat 
menarik adalah apakah usaha yang dirintis dengan basis Islam atau syariah ini 
telah dilakukan dengan cara yang Islami atau tetap menggunakan sistem 
konvensional. Berbagai bisnis usaha yang berlabel Islam tersebut yang saat ini 
sedang mengalami perkembangan pesat, dapat kita lihat seperti perbankan 
syariah, asuransi syariah, dan masih banyak lagi unit usaha syariah lainnya. 
Salah satunya adalah Unit Usaha Pesantren Modern IMMIM Putra Pendidikan Al-
Qur’an Makassar yang merupakan unit usaha dari organisasi Islam IMMIM yang 
berkembang di Makassar. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka penulis 
tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Harga Jual Produk 
Berbasis Nilai Keadilan pada Lembaga Usaha Berbasis Syariah (Studi 
Kasus pada Unit Usaha Pesantren IMMIM Putra Makassar)”. 
 
                                                             
3Seseorang bertanya kepada Nabi, jenis penghasilan mana yang terbaik. Nabi 
menjawab, “Hasil kerja seseorang dengan tangannya sendiri dari setiap transaksi 
perdagangan yang mabrur” (HR. Ahmad 4: 141, hasan lighoirihi) 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan 
peneliti yaitu bagaimana penentuan harga jual pada lembaga usaha berbasis 
syariah di Unit Usaha Pesantren IMMIM Putra Makassar? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penetapan harga 
jual produk pada usaha berlabel syariah. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 KegunaanTeoretis 
Secara teoretis, manfaat  dari penelitian ini adalah: 
a. Sebagai salah satu bentuk pengembangan ilmu 
pengetahuan di bidang akuntansi syariah, terutama yang 
berkaitan dengan penentuan harga jual produk. 
b. Guna memperkaya literatur-literatur penelitian bagi peneliti 
dan akademisi yang ingin mendalami dan melanjutkan 
penelitian mengenai penentuan harga jual yang berbasis 
syariah. 
 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Secara praktis, kegunaan penelitian diharapkan memberikan 
manfaat kepada pihak-pihak yang dibawah ini: 
a. Entitas, penelitian ini dapat digunakan bagi unit usaha yang 
berlabel syariah sebagai masukan mengenai penentuan 
harga jual produk yang berbasis syariah. 
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b. Masyarakat, penelitian ini menjadi informasi mengenai 
konsep penentuan harga jual produk dalam Islam. 
c. Akademisi, sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi 
penelitian lebih lanjut dan pengembangan ilmu 
pengetahuan khususnya pada konsentrasi ilmu akuntansi 
syariah. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Bab I Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang masalah mengenai pelaksanaan 
penerapan penetapan harga jual berbasis syariah. Dengan latar 
belakang tersebut dilakukan perumusan masalah penelitian. 
Selanjutnya dibahas mengenai tujuan penelitian, kegunaan 
penelitian, dan organisasi / sistematika penulisan. 
Bab II Tinjauan Pustaka 
Bab ini membahas teori dan konsep yang digunakan sebagai 
landasan dalam menentukan fokus penelitian. Teori dan 
konsep yang digunakan berasal dari telaah literatur yang baik 
dari bahan perkuliahan maupun sumber lainnya. 
Bab III Metode Penelitian 
Bab ini berisi penjelasan tentang bagaimana penelitian 
dilaksanakan, dimulai dari pembahasan mengenai rancangan 
penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan 
data, analisis data, hingga tahap-tahap penelitian. 
BAB IV Hasil dan Pembahasan 
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Bab ini merupakan pembahasan yang membahas hasil 
penelitian peneliti. 
BAB V Penutup 
Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan atas penelitian 
yang telah dilakukan. Selain itu disajikan keterbatasan serta 
saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian 
selanjutnya. 
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BAB II 
TINJUAUAN PUSTAKA 
2.1 Produk yang Diperjualbelikan 
Produk merupakan yang barang yang berhubungan dengan kebutuhan 
manusia (Afzalurrahman, 2000:211). Allah menegaskan dalam Al-Qur’an: ”Hai 
sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, 
dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya 
setan itu adalah musuh nyata bagimu” (Q.S. Al-Baqarah [2]:168). Dari ayat ini 
Islam mengajarkan mencari makanan yang halal dan juga baik. Halal adalah 
sesuatu yang diperbolehkan untuk diperbolehkan dimana penghalalan hanya 
wewenang Allah SWT. Sehingga kita dapat berhati-hati agar tidak jatuh ke 
dalam produk yang haram misalnya, sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan 
manusia namun dari jenis maksiat, maka memperjual belikannya adalah haram 
(Qardhawi, 2003:31). Seperti daging babi, khamr, makanan dan minuman yang 
diharamkan secara umum, juga patung, berhala dan sejenisnya. Menjual segala 
produk tersebut ialah baik karena dapat bermanfaat bagi manusia dengan 
mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk tersebut, akan tetapi tidak 
halal4. 
Produk yang diperjualbelikan haruslah halal dan baik. Oleh karena itu Al-
Qur’an melalui ayat di atas menjadi panduan untuk lebih memperhatikan dan 
meneliti kehalalan seluruh aktivitas ekonominya, mulai dari input - proses -  
output suatu produk. Adapun produk yang dilarang ketika aktivitas ekonominya 
                                                             
4 Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai babi, dan 
patung. (H.R. Bukhari dan Muslim) 
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dilarang (diharamkan) sehingga mengakibatkan produk tersebut tidak dapat 
diperjualbelikan. 
 
2.2 Transaksi yang Dilarang 
Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mutafifin [83]:1-3, yang artinya 
“celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), 
(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta 
dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), 
mereka mengurangi”. Allah dan Rasul-Nya sudah menentukan aturan yang 
tegas untuk menjaga kemubahan atau kehalalan transaksi terdapat 
kemungkinan adanya unsur-unsur yang menjadikan suatu transaksi menjadi 
haram (Antonio, 2011:142). 
Antonio dalam Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW 
“The Super Leader Super Manager” Bisnis dan Kewirausahaan (2011:142-157) 
mengatakan bentuk-bentuk transaksi bisnis dan muamalah yang dilarang oleh 
Nabi, sebagai berikut: 
1. Riba 
Secara bahasa riba bermakna “tambahan”. Dalam pengertian lain, riba juga 
berarti tumbuh dan “membesar”. Menurut istilah riba berarti pengambilan 
tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dapat disimpulkan 
bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli 
maupun pinjam meminjam, secara batil atau bertentangan dengan prinsip 
muamalah dalam Islam. Dalam Al-Qur’an ditegaskan, riba hukumnya 
haram5. 
                                                             
5 Lihat Q.S. Al-baqarah [2]:275, Q.S. An-Nisa [4]:160-161, Q.S. Ali Imran [3]:130, Q.S. Al-
Baqarah [2]:278-279. 
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Riba dengan segala macam bentuknya sangat dilarang oleh Nabi. Beliau 
dengan terang-terangan menyalahkan semua pihak yang terlibat dalam 
transaksi yang mengandung unsur riba6. 
2. Gharar 
Ibnu Taimiyyah menyatakan, gharar adalah sesuatu yang tidak jelas 
hasilnya (majhul al-aqibah). Sedangkan menurut Syekh As-Sa’di, gharar 
ialah mukhatarah (pertarungan) dan jahalah (ketidakjelasan). Berdasarkan 
penjelasan ini, ghrarar dapat dipahami sebagai suatu transaski yang tidak 
jelas, baik dalam akad maupun yang diperjualbelikan. Gharar dapat pula 
dikatakan sebagai transaksi muamalah yang mengandung ketidakjelasan 
tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, 
dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi. 
Misalnya, transaksi dalam bentuk gharar adalah jual-beli/ gadai/ sewa-
menyewa hewan yang kabur: jual-beli buah yang belum nampak buahnya, 
dan jual-beli al-hashah (jual beli dengan cara lempar batu) untuk penentuan 
barang dan jumlah yang akan dibeli. Semua itu termasuk transaksi gharar 
yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dalam transaksi gharar, terdapat 
kemungkinan memakan harta orang lain dengan cara batil7. 
3. Maisir 
Maisir, secara bahasa berasal dari yasara atau yusr yang maknanya 
“mudah”; atau yusar yang bermakna “kekayaan”. Secara terminologis, 
maisir merupakan suatu bentuk permainan yang mengandung unsur 
taruhan. Pihak yang memenangkan permainan berhak mendapatkan 
taruhan itu dengan mudah sementara yang lain merugi dan menyesal.  
                                                             
6 Rasulullah telah mengutuk orang yang memakan riba, membayar, dan mencatatnya, 
serta dua orang saksi atasnya, seraya mengatakan, “Mereka semua sama saja”. (H.R. 
Muslim, no 4177) 
7 Lihat Q.S. Al-Baqarah [2] : 188. 
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Dalam perkembangannya, berbagai bentuk transaksi yang mengandung 
unsur taruhan ini berkembang sedemikian luas. Dengan modus opera sandi 
yang berbeda-beda, orang menyediakan fasilitas untuk mendapatkan 
keuntungan besar dengan cara yang tidak wajar dan patut dicurigai ada 
unsur taruhan di dalamnya. Begitupula dalam transaksi unsur perjudian8. 
Setiap peserta tertipu oleh harapan palsu untuk menang. Tidak seorangpun 
akan setuju untuk berjudi kalau dirinya tahu akan kalah. Ini berlaku pula 
untuk setiap kasus transaksi yang melibatkan unsur-unsur penipuan. Pihak 
yang tertipu setuju karena ketidaktahuannya bahwa di sana terjadi 
penipuan. Seandainya mengetahui bahwa ia akan tertipu niscaya dirinya 
akan menolaknya. 
4. Tadlis  
Transaksi bisnis yang mengandung unsur tadlis (penipuan) adalah 
terlarang. Dalam transaksi ini, salah satu pihak tidak mengetahui informasi 
yang diketahui pihak lain.  
Allah dan Rasul-Nya melarang keras semua transaksi bisnis yang 
mengandung unsur penipuan dengan segala bentuknya9. Berdasarkan 
kemungkinan terjadinya unsur-unsur yang menjadikan transaksi ini menjadi 
terlarang tediri dari empat jenis, yaitu: 
a.   Tadlis dalam kuantitas. Jika jumlah  atau takaran suatu barang dijual 
atau disewakan, berkurang dari jumlah atau  takaran yang telah 
disepakati antara pihak pembeli dan penyewa. 
b.   Tadlis dalam kualitas. Yaitu tidak transparannya seseorang dalam 
menjelaskan kondisi atau mutu barang yang dijual atau disewakan atau 
                                                             
8 Lihat Q.S. Al-Maidah [5] : 90-91. 
9 Lihat Q.S. Al-Mutaffifin [83] : 1-6. 
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digadaikan, atau dengan sengaja menyembunyikan cacat dan 
rendahnya kualitas barang tersebut. 
c.   Tadlis dalam harga. Yaitu menjual barang dengan harga yang lebih 
tinggi atau lebih rendah daripada harga pasar secara umum, karena 
pembeli atau penjual tidak mengetahuinya. 
d.   Tadlis waktu penyerahan. Penjual/penggadai/orang yang menyewakan 
mengetahui persis bahwa dirinya tidak mungkin bisa menyerahkan 
barang/sesuatu yang dijual/digadai/disewakan pada hari esok. Namun 
demikian tetap menjanjikan akan menyerahkannya pada hari esok. 
Oleh karena itu, dalam transaksi seperti riba, ghrarar, maisir, dan tadlis 
tidak dibenarkan dalam Islam karena transaksi ini tidak adil dan sewenang-
wenang sehingga mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak dan 
menguntungkan pihak lain (Antonio, 2011:150).  
 
2.3 Konsep Keadilan dalam Islam 
2.3.1 Sumber Keadilan dalam Islam 
Keadilan yang tidak didasarkan oleh sebuah sumber maka keadilan itu 
tidak ada nilainya (Hamid, 2011:142). Oleh karena itu, keadilan sangat penting 
untuk diketahui sumber keadilannya. Dalam Islam, ada dua sumber keadilan 
primer yaitu, Al-Qur’an dan Hadis10. Sumber keadilan primer yang paling 
pertama dan yang paling utama adalah Al-Qur’an. Sebenarnya secara umum 
dalam Al-Qur’an segala urusan sudah termaktub di dalamnya, akan tetapi 
petunjuk teknisnya tidak secara jelas ada dalam Al-Qur’an tetapi dijelaskan 
                                                             
10 (wahai ummat manusia! Sesungguhnya aku tinggalkan untukmu sesuatu yang apabila 
kamu berpegang teguh kepadanya niscaya kamu tidak sesat selama-lamanya yakni kitab 
Allah (Al-Qur’an) dan Sunnah Nabi-Nya (Hadis) (H.R. Al Hakim dan Ibnu Abdil Barry). 
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melalui sumber hukum Islam yang kedua yaitu Hadits (sunnah) Rasulullah SAW. 
Jadi hadits rasulullah adalah tafsiran dari Al-Qur’an itu sendiri. 
Al-Qur’an adalah kitab suci ummat Islam yang diwahyukan Allah ke 
dalam hati Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril dengan lafadz 
berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar, untuk menjadi hujjah bagi 
Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah, menjadi aturan-aturan bagi 
manusia yang mengikuti petunjuknya (Khallaf, 1994:18). Secara harfiah Al-
Qur’an berarti bacaan, namun walau terdengar merujuk kepada buku atau kitab, 
ummat Islam merujuk Al-Qur’an lebih pada kalimat-kalimat petunjuk di 
dalamnya, bukan pada bentuk fisiknya sebagai sebuah catakan buku. 
Al-Qur’an tidak hanya menjadi sebuah sumber keadilan tetapi juga 
menjadi sebuah pedoman atau petunjuk buat ummat muslim11. Pedoman-
pedoman inilah yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, seperti 
aspek sosial, aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan sebagainya. 
Sumber keadilan primer yang kedua ialah As-Sunnah atau Hadits Nabi 
Muhammad SAW. Menurut Khallaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh (1994:46) 
Hadits adalah sesuatu yang datang Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, 
perbuatan, ataupun pengakuan. As-Sunnah terbagi atas tiga, yaitu sunnah 
qauliyah12, fi’liyah13, dan taqririyah14. Dari segi penggunaanya, As-Sunnah 
sebagai hujjah dan refrensi bagi istmbath hukum syara’, maka ia berada ia 
berada pada urutan setelah Al-Qur’an. Kedudukan hadits merupakan sumber 
                                                             
11  Lihat Q.S al-Baqarah [2]:2 
12 Hadits-hadits Rasulullah SAW yang beliau katakan dalam berbagai tujuan dan 
konteks. Lihat: Khallaf. Ilmu Ushul Fiqhi (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hal. 
40. 
13 Perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW sebagaimana tindakannya melakukan shalat 
lima waktu dengan cara-caranya dan rukun-rukunnya, perbuatan manasik haji, dan 
putusannya dengan berdasarkan seorang saksi dan sumpah dari pihak pendakwa. Ibid., 
hal. 41. 
14 Sesuatu yang timbul dari sahabat Rasulullah SAW yang telah diakui oleh Rasulullah 
SAW baik berupa ucapan maupun perbuatan.Ibid.,hal. 41. 
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hukum kedua setelah Al-Qur'an dan digunakan dalam menjelaskan Al-Qur’an 
agar ummat Islam mengetahui makna yang terkandung dalam Al-Qur’an. 
Semakin berkembang dunia ini maka semakin banyak hal-hal yang sulit 
untuk ditafsirkan, apakah hal itu mendekati halal atau mendekati bid’ah. Bid’ah 
merupakan hal yang terjadi di dalam syariat yang suci, yakni semua ibadah yang 
dibuat oleh manusia dengan tanpa dasar didalam kitab atau sunnah juga tidak 
pernah dilakukan oleh para khulafa ar rasyidin yang empat15 (Abu Bakar Ash-
Siddiq, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib) namun jika 
terjadi dalam berbagai macam muamalat dan sejalan dengan syariat, maka hal 
itu dianggap sebagai sesuatu yang syar’i. Sedangkan yang bertentangan 
dengannya, maka dianggap sebagai sesuatu yang “rusak”. (Hana, 2012). Maka 
dari itu ilmu usul fiqih16 menambahkan ijma’17 dan qiyas18 para ulama sebagai 
dasar landasan keadilan Islam (Khallaf, 1994:1). Jika hadits merupakan 
penjelasan al-Qur’an maka ijma’ dan qiyas para ulama menjelaskan Al-Qur’an 
dan dapat menjelaskan Hadits. Ijma’ dan qiyas para ulama dapat menjelaskan 
hubungan antara ayat yang satu dengan ayat lainnya atau menjelaskan 
hubungan satu hadits dengan hadits yang lainnya. Sebab saat ini banyak orang 
                                                             
15 “Barangsiapa mengada-adakan hal baru di dalam perkara kami yang tidak ada dalil 
didalamnya, maka tertolak” (H.R. Bukhari dan Muslim). “Barangsiapa mengerjakan apa-
apa tanpa adanya perintah dari kami, maka perbuatannya itu tertolak” (H.R. Muslim) 
16 Ushul fiqhi menurut istilah syara’ adalah pengetahuan tentang berbagai kaidah dan 
bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara’ mengenai 
perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terperinci. Atau Ushul fiqhi adalah himpunan 
kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil dalil hukum-hukum syara’ 
dalam segala perbuatan ini. Lihat: Khallaf, Ilmu Ushul Fiqhi (Semarang: Dina Utama 
Semarang, 1994), h. 2 
17 Ijma’ adalah persesuaian paham atau pendapat diantara para ulama Mujtahidin pada 
suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, untuk menentukan hukum 
suatu masalah yang belum ada ketentuan hukumnya. Lihat: Hamid, Hukum Islam 
Perpektif Keindonesiaan (Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.2011), h. 151. 
18 Qiyas ialah memperbandingkan atau mempersamakan atau menerapkan hukum dari 
suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya terhadap suatu perkara lain yang 
belum ada ketentuan hukumnya oleh karena kedua perkara bersangkutan mempunyai 
unsur-unsur kesamaan. Ibid.,h. 155. 
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yang salah mengartikan atau memaknai Al-Qur’an dan Hadits, maka dari itu kita 
memerlukan ijma’ dan qiyas para ulama untuk mengetahui dan memahami 
secara baik dan benar sumber-sumber keadilan dalam Islam19. 
Misalnya, dalam menentukan harga. Islam mengajarkan kita untuk 
mencari keuntungan sebanyak-banyaknya di dunia ini20 dari hasil usaha yang 
dijalankan. Islam tetap juga menyuruh kita untuk mencari keridhahan dalam hasil 
usaha Islam mengizinkan mencari keuntungan selama tidak berlebihan21. 
Mencari keuntungan bahkan sangat dianjurkan karena peningkatan keuntungan 
akan meningkatkan zakat. Semakin besar zakat yang terkumpul dapat 
digunakan untuk menggerakkan perekonomian. Namun mendapatkan 
keuntungan tidak boleh dengan prinsip keuntungan dengan keuntungan 
sebesar-besarnya karena ada pihak yang yang dirugikan karena terpaksa 
membayar lebih besar dari seharusnya (Tresna, 2011). 
 
2.3.2 Defenisi Keadilan 
Adil menurut Islam berasal dari kata ‘adl yang secara harfiah dalam 
bahasa Arab klasik merupakan suatu gabungan nilai-nilai moral dan sosial yang 
menunjukkan kejujuran, kesederhanaan dan keterusterangan (Khadduri, 
1999:11). 
Baidhawy dalam bukunya Rekonstruksi Keadilan (2007:84), menyatakan 
secara etimologis, keadilan dalam bahasa Arab dan al-Qur’an berasal dari kata 
‘adl  yang berarti keteguhan jiwa dan istiqamah. Dalam Al-Qur’an kata ‘adl 
memiliki kesamaan arti dan kandungan dalam beberapa kata namun berbeda 
                                                             
19 Lihat Q.S an-Nisa [4]:59. 
20 Lihat Q.S Al-Jumu’ah [10]:11. 
21 Lihat Q.S. Al-Baqarah [2]:198. 
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pada penekanan dalam kegunaan-kegunaan tertentu, yaitu qisth, qashd, mizan, 
wasath, qawwam, dan hishsh22. 
Kalimat al-‘adl tersebut merupakan perintah langsung yang wajib untuk 
dilaksanakan. Keadilan selain menempati posisi sebagai nilai yang tertinggi 
namun dalam penjabarannya tetap menggunakan kata adil, sekalipun sudah 
berada pada tataran praktis (Hamid, 2011:73)  
Konsep adil dalam Islam menurut Hamid (2011) sebagai implementasi 
tidak menzhalimi dan dizhalimi (laa tazhlim wala tuzhlamun) yang lazim 
digunakan dalam fikih muamalah, yaitu: 
a. Tidak ada mafsadah (kerusakan), makna dalam ekonomi no 
externalities terhadap lingkungan. 
b. Tidak terdapat di dalamnya gharar atau dalam istilah ekonomi Islam 
disebut uncertainty with zero sum game. Gharar dalam pengertian 
ada kezhaliman terhadap pelaku ekonomi lainnya. 
c. Tidak ada maisir dalam istilah ekonomi uncertainty with zero sum 
game in utilty exchange. Maisir diartikan sebagai bentuk gharar yang 
timbul akibat pertukaran manfaat (utilty). 
d. Tidak ada riba dalam istilah ekonomi disebut exchange of liability. 
Riba adalah bentuk gharar yang timbul akibat pertukaran kewajiban 
(liability). 
                                                             
22 Al-Qisth merupakan kata adil dalam al-Qur’an yang menegaskan tentang keadilan 
adalah qisth. Kata qisth bermakna membagi adil. Al-Mizan dalam arti al-kitab yang 
diturunkan Allah penting untuk mengukur atau menakar kegiatan muamalah manusia di 
dunia. Al-Wasath, suatu prinsip keadilan yang menekankan pada sikap moderat. Al-
Qashd, dalam Al-Qur’an disebutkan 6 kali dalam berbagi bentuk salah satu artinya ialah 
suatu sikap keraguan antara adil dan menyimpang. Al-Qawwam, ditemukan pada istilah 
qawwam dan istiqamah atau mustaqim yang berasal dari satu kata dasar qwm, yang 
artinya tegak, lurus, dan jujur. Al-Hishsh, Ibnu Mansur dalam lisan Al-‘arab menjelaskan 
al-hishshah berarti membagikan makanan, minuman, tanah, dan selain dari pada itu. 
Pengertian pembagian tersirat makna distribusi kekayaan atau barang dan jasa yang 
harus dilakukan dengan jujur dan terang-terangan. Lihat: Baidhawy, Rekonstruksi 
Keadilan Etika Sosial Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Universal (Salatiga: STAIN 
Salatiga Press, 2007), h. 88-100. 
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Adil tidak harus sama rata dan tidak harus seimbang, tetapi harus 
ditempatkan pada tempat yang semestinya (Hamid, 2011:74). Begitu pula 
dengan harga yang harus ditetapkan dengan adil. 
 
2.4 Metode Penentuan Harga Jual yang Adil 
Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau 
jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena 
memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Secara tradisional, harga 
telah diperlakukan sebagai penentu utama pilihan pembeli. Sepanjang sejarah, 
pada umumnya harga ditetapkan melalui negoisasi antara pembeli dan penjual. 
“Tawar-menawar” masih merupakan permainan di beberapa wilayah. 
Menetapkan suatu harga untuk semua pembeli merupakan gagasan yang relatif 
modern yang muncul bersama perkembangan eceran berskala besar (Kottler, 
2007:78). 
Kottler dalam Bukunya Manajemen Pemasaran (2007:93) mengatakan 
ada tujuh metode penentuan harga yaitu, penentuan harga mark-up, penentuan 
harga sasaran pengembalian, penentuan harga persepsi nilai, penentuan harga 
nilai, penentuan harga umum, dan penentuan harga tipe lelang. Melalui metode 
ini perusahaan diharapkan mendapatkan tujuan dari penentuan harga, yaitu 
kelangsungan hidup, laba maksimum sekarang, pangsa pasar maksimum, 
menguasai pasar secara maksimum, atau kepemimpinan mutu produk (Kottler, 
2007:84). 
Berbagai jenis perusahaan dengan berbagai jenis kebijakan 
manajemennya. Salah satu kebijakan dalam perusahaan dan yang paling 
penting adalah keputusan untuk memberi harga jual pada produknya yang 
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profitable dan marketable. Penentuan harga harus disesuaikan dengan jenis 
perusahaan, produk, dan pasarnya (Mas’ud, 1982:100). 
Penentuan harga jual pada suatu produk dilakukan dengan pertama-
tama menentukan cost barang yang dijual ditambah mark-up pricing yang 
diinginkan. Mark-up pricing adalah cara penentuan harga melalui penambahan 
suatu persentase tertentu pada biaya langsung dari suatu produk. Mark-up 
tersebut harus cukup besar agar kontribusi total terhadap biaya overhead dan 
laba secara aktual bisa menutup biaya overhead tersebut dan menghasilkan 
laba (Arsyad, 2008: 393). 
Berbeda dalam syariah, harga didasarkan pada paradigma dasar bahwa 
semuanya bersumber kepada satu pencipta dan satu sumber yaitu Allah SWT 
sebagai amanah kepada (kepercayaan ilahi) dan sarana sebagai kebahagian 
hidup bagi seluruh ummat manusia untuk mencapai kebahagiaan dan 
kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Setiap kegiatan manusia 
memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang di dalamnya terdapat perangkat 
syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya 
aktivitas usaha (Wasilah, 2011:93), termasuk juga dalam harga. 
Berdasarkan penjelasan di atas, harga merupakan sebuah standar untuk 
mengetahui nilai dari suatu produk, yang penetapannya tidak bisa terlalu tinggi 
karena dapat mengurangi permintaan konsumen dan juga tidak bisa ditetapkan 
terlalu rendah karena dapat merugikan perusahaan. Harga menjadi sarana 
menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hakiki jika dalam penetapannya 
didasarkan oleh nilai ilahiah23 dan tidak mementingkan keuntungan dan 
                                                             
23 Nilai Ilahiah merupakan sumber tertinggi yang harus mengillhami segala bentuk 
tindakan operasional yang berkaitan dengan semua kegiatan dan tindak tanduk manusia. 
Lihat: Hamid, Hukum Islam Perpektif Keindonesiaan (Makassar: Umitoha Ukhuwah 
Grafika, 2011), hal. 26. 
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kekayaan semata akan menimbulkan penindasan bagi kaum-kaum miskin. Maka 
dari metode penentuan harga yang digunakan haruslah melihat semua sisi dan 
tidak mementingkan keuntungan pribadi semata. 
Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya 
kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, 
Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja 
yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap 
saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan 
penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang 
memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, 
tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan (An-Nabhani, 2009:149). 
Tingginya penetapan harga akan menindas orang-orang yang miskin dalam 
membeli suatu produk. Hal ini jelas tidak akan membuat ummat manusia 
mendapatkan kemaslahatan hidup di dunia melainkan saling menindas satu 
sama lain. Harga yang ditetapkan haruslah adil dan tidak boleh ada kecurangan 
di dalam penetapannya.24 
Cara yang digunakan secara umum merupakan cara penentuan harga 
yang mementingkan keuntungan dan menambah modal agar perusahaan dapat 
bertahan dan terus bertahan sehingga perusahaan mereka menjadi besar dan 
terkenal. Syariah tidak menafikkan rumus dan cara-cara penetapan harga yang 
telah dibahas diatas, tetapi syariah menekankan pada asas keadilan dalam 
penentuan harga jual produk. Wasilah, dkk menyatakan dalam bukunya 
Akuntansi Syariah di Indonesia (2011:94) asas keadilan (‘adalah) dalam syariah 
adalah menenempatkan sesuatu pada yang berhak dan sesuai dengan 
                                                             
24 Lihat Q.S. An-Nisa [4]:29. 
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posisinya. Realisasi dari prinsip ini dalam bermuamalah adalah melarang 
adanya unsur: 
1. Riba/bunga25 dalam bentuk dan jenis, baik nasiah26 atau fadhl27. Riba 
diartikan sebagai tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam 
transaksi pinjam meminjam serta deviasinya baik transaksi tunai maupun 
barang, termasuk pertukaran uang yang sejenis secara tunai maupun 
tanggung dan yang tidak sejenis secara tidak tunai. 
2. Kezhaliman, baik terhadap diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan. 
Diartikan memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan ukuran, kualitas 
dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya dan berlaku 
tidak adil28. 
3. Judi atau bersikap spekulatif dan tidak berhubungan dengan 
produksivitasnya (maysir)29. 
4. Ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya 
kepastian pelaksanaan akad, misalnya: ketidakpastian penyerahan objek 
akad tidak ada kepastian kriteria kualitas, kuantitas, harga objek akad, atau 
eksploitasi karena salah satu pihak tidak mengerti tentang akad dan 
perjanjiannya. 
                                                             
25 Nabi melarang harga yang dibayarkan untuk darah, dan mengutuk orang menerima 
dan membayar riba, orang merajah tato kulit, orang yang mentato dirinya dan pematung. 
(H.R. Bukhari) 
26 Jenis riba ini sudah tersebar luas dan telah dikenal baik pada zaman Rasulullah. Riba 
Nasiah ini terdapat pada setiap transaksi kredit dimana pinjaman dinaikkan dengan 
membayar bunga bulanan yang melebihi uang pokok pinjaman. Transaksi dalam bentuk 
ini sudah biasa terjadi di Negara Arab pada waktu itu dan semua transaksi tersebut 
mengandung unsure riba atau bunga. Lihat: Afzalurrahman, Muhammad Sebagai 
Seorang Pedagang. (terj.), (Jakarta: Penebar Swadaya, 2000)., h. 311 
27 Riba al-Fadhl adalah tambahan kelebihan dari suatu pinjaman yang dibayar dengan 
suatu benda; yaitu pembayaran tambahan dari peminjaman pada yang memberikan 
didalam pertukaran barang yang sejenis, seperti gandum ditukar dengan gandum, 
anggur ditukar dengan anggur, barley ditukar dengan barley dan sebagainya. Ibid., h. 
313 
28 Lihat Q.S An-Nisa [4]: 29. 
29 Lihat Q.S Al-Baqarah [2]: 173. 
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5. Haram. Segala unsur yang dilarang keras oleh Allah SWT dan jelas berada 
dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Baik barang, jasa, ataupun aktivitas 
operasionalnya30. 
Pada pembahasan di atas, keuntungan menjadi kebutuhan untuk 
diperoleh dari penjualan tiap produk, tetapi dalam penetapan harga, kehalalan 
dari sebuah produk menjadi faktor utama, produk yang dijual tidak memiliki 
unsur-unsur yang syubhat (antara halal dan haram) tetapi jelas kehalalan dari 
produk tersebut, sebab ketidakjelasan antara halal dan haram atau transparan 
adalah haram (Qardhawi, 2003:356) dan jika sesuatu itu haram maka harganya 
juga haram31. Konsep syubhat dalam Islam merujuk kepada konsep wara’, yaitu 
sikap kehati-hatian. Sikap kehati-hatian ini menjaga seorang muslim dari hal 
yang samar. 
Sikap wara’ adalah meninggalkan setiap perkara syubhat (yang masih 
samar), termasuk pula meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untukmu, yang 
dimaksud adalah meninggalkan perkara mubah yang berlebihan (rumaysho.com) 
karena hal ini dikhawatirkan akan memudaratkan agama dan akhirat, wara’ 
merupakan sikap yang terpuji dan dituntut dari seorang muslim. Seorang muslim 
yang tidak memiliki wara’ akan bermudah-mudahan dengan perkara syubhat 
yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya, sehingga menyeretnya bermudah-
mudahan dengan perkara haram32. 
                                                             
30  Lihat Q.S Al-Maidah [5]: 3 
31 Sesungguhnya Allah, apabila mengharamkan sesuatu, Dia juga mengharamkan 
harganya. (H.R. Abu Daud). 
32 Dari Abu Abdillah anNu’man bin Basyir –semoga Allah meridlainya- beliau berkata: 
Saya mendengar Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya yang 
halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya terdapat perkara yang samar 
(musytabihat) tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menghindari 
syubuhat maka ia membersihkan Dien dan kehormatannya. Barang siapa yang masuk ke 
dalam syubuhat maka ia (hampir) masuk ke dalam haram, bagaikan penggembala yang 
menggembalakan ternaknya di sekitar himaa (wilayah yang dilindungi), hampir-hampir 
saja ternak itu makan di tempat yang dilindungi tersebut. Ingatlah, sesungguhnya setiap 
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Sikap wara’ ditujukan kepada penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli 
harus wara’ dalam bertransaksi. Dimana para penjual harus berhati-hati kepada 
pembeli yang datang untuk membeli dengan uang yang tidak jelas dari mana 
datangnya (halal atau haram). Jika penjual mengetahui uang yang digunakan 
adalah datang dari hal-hal yang haram maka penjual tidak boleh menerima uang 
tersebut, dan jika penjual menerima uang tersebut maka ia menerima uang yang 
haram masuk kedalam usahanya33 yang akan membuat usahanya tidak 
berberkah. Hal itu lebih baik jika ia tidak menerima dan memberi tempo untuk 
melunasinya. Selanjutnya pengampunan hendaknya diberikan jika ia benar-
benar tidak sanggup membayar (Alfazurrahman, 2000:28). Sedangkan untuk 
pembeli, agar mereka lebih mengetahui harga produk yang dijual ditetapkan dari 
hasil yang halal atau haram34 sehingga juga terhindar dari hal yang berbau 
syubhat. Maka dari itulah penjual dan pembeli harus memiliki sikap wara’ agar 
terhindar dari hal-hal yang halal dan haram atau syubhat.35 
Berdasarkan konsep harga yang syubhat merujuk kepada harga yang adil 
dari harga yang adil menuju kepada sesuatu yang ditempatkan pada tempatnya 
dengan jelas. Harga yang harus ditetapkan dengan adil, dimana semua pembeli 
                                                                                                                                                                       
raja memiliki wilayah khusus yang dilindungi, ingatlah bahwa wilayah khusus yang 
dilindungi bagi Allah adalah keharamannya. Ingatlah bahwa di dalam jasad terdapat 
segumpal daging. Jika baik, maka baiklah seluruh jasad.Jika rusak, maka rusaklah 
seluruh jasad. Ketahuilah, bahwa (segumpal daging) itu adalah hati (H.R. Al Bukhari dan 
Muslim). 
33 Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram tidak akan masuk surga, akan tetapi 
neraka adalah lebih sesuai bagi semua daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. 
(H.R. Ahmad, Darimy dan Baihaqi).   
34 Allah telah melaknat orang-orang Yahudi, ketika Dia (Allah) menyatakan bahwa lemak 
itu haram, merekapun mencampurnya, lalu manjualnya serta menikmati harga yang 
mereka terima. (H.R. Bukhari dan Muslim). Nabi juga menyatakan, “harga yang 
dibayarkan untuk membeli seekor anjing itu haram, dan pendapatan dari seorang 
‘cupper’ itu tidak halal”. (H.R. Muslim). 
35 Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu dan berbaliklah pada apa-apa yang tidak 
meragukanmu. Kebenaran adalah ketenangan, dan kepalsuan adalah keragu-raguan. 
(H.R. Ahmad, Tirmdzi, Nasa’I, dan Darimy). 
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memiliki daya beli yang cukup dan tidak hanya beberapa pihak saja yang 
merasakannya. 
Berkaitan dengan penentuan harga, Islam menawarkan penentuan harga 
jual berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan 
pembeli dan penjual. Kemampuan pembeli yang menjadi fokus perhatian adalah 
daya beli masyarakat secara umum. Tidak ada gunanya menentukan harga jual 
yang tinggi dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar sementara 
masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membelinya. Demikian juga 
sebaliknya, menetapkan harga jual yang rendah dengan keuntungan yang 
rendah pula sementara masyarakat memiliki daya beli yang tinggi akan 
menciptakan ketidakmampuan penjual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Untuk itu perlu ditetapkan harga yang adil untuk kedua belah pihak tersebut 
(Alimuddin, 2007). 
Menurut Alimuddin (2007) ada tiga metode penentuan harga jual yang 
berbasis keadilan dalam Islam, yaitu: 
1. Metode penentuan harga jual berbasis keadilan dalam perspektif bayani 
atau cost-plus adalah harga jual yang didasarkan pada jumlah biaya 
ditambah keuntungan yang adil. Keuntungan yang adil yang dimaksud 
adalah kebutuhan dasar pedagang agar bisa bertahan hidup di muka bumi 
ini. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan makan, air, sandang, perumahan, 
pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, keamanan, dan berumah 
tangga. 
2. Metode penentuan harga jual berbasis keadilan dalam perspektif burhani 
adalah harga jual yang didasarkan pada jumlah biaya ditambah keuntungan 
yang adil. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan yang cukup untuk 
memenuhi kebutuhan pokok pemilik usaha dan keluarganya, yaitu 
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kebutuhan dunia (seperti dijelaskan dalam perspektif bayani diatas) dan 
kebutuhan untuk bekal ke akhirat. Jenis kebutuhan akhirat meliputi 
kebutuhan untuk melaksanakan rukun Islam, yaitu haji dan zakat dan 
sunnah, yaitu umrah dan qurban. Dengan demikian harga jual berbasis 
keadilan adalah cost-plus basic needs. 
3. Metode penentuan harga jual berbasis keadilan dalam perspektif irfani, 
penetapan harga jual berbasis keadilan adalah cost-plus basic needs and 
environment, yaitu penetapan harga yang menyeimbangkan antara 
kebutuhan dunia (profan) dengan kebutuhan akhirat, antara kebutuhan diri 
sendiri dan kemampuan pembeli, antara kebutuhan diri sendiri dengan 
masyarakat sekitarnya, dan antara kebutuhan diri sendiri dengan lingkungan 
sekitarnya. Dengan demikian, penetapan harga keadilan menurut metode 
irfani diharapkan tidak akan menzhalimi diri sendiri, orang lain, dan 
lingkungan dimana perusahaan beroperasi. Penambahan unsur lingkungan 
dalam salah satu komponen keuntungan dimaksudkan untuk menciptakan 
pelestarian lingkungan alam yang telah dirusak dan menjalin hubungan 
yang harmonis dengan masyarakat sekitarnya dan generasi yang akan 
datang. 
Kepedulian terhadap orang lain adalah bagian integral dari visi dan praktek 
di dalam menjaga lingkungan sesuai dengan ajaran Islam, karena manusia 
sendiri adalah bagian dari lingkungan. Mengambil keuntungan yang hanya 
memenuhi kebutuhan dasar dan pemeliharaan lingkungan merupakan 
perbuatan yang egalitarian, yang tidak hanya mementingkan diri sendiri. 
Dengan demikian, penetapan harga jual menurut metode irfani meliputi 
seluruh biaya ditambah kebutuhan dunia dan akhirat serta kebutuhan untuk 
menjaga kelestarian alam dan menjaga hubungan harmonis dengan 
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masyarakat disekitar tempat usaha. Kebutuhan untuk menjaga pelestarian 
alam adalah untuk mengembalikan fungsi alam seperti sebelum terjadi 
pengrusakan akibat pengolahan yang dilakukan dan kebutuhan unruk 
menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui infak, 
sedekah, wakaf, dan bantuan lainnya yang dapat meningkatkan taraf hidup 
masyarakat disekitar dimana perusahaan beroperasi. 
 Alimuddin (2009) juga mengakatan, secara umum konsep harga jual 
berbasis nilai keadilan adalah cost-plus pricing, yaitu suatu konsep harga jual 
yang memperhitungkan seluruh biaya yang terjadi untuk menghasilkan produk 
hingga sampai ke tangan pembeli ditambah kebutuhan pokok pedagang dan 
untuk pelestarian lingkungan. Sekilas, konsep jual ini sama dengan konsep 
penetapan harga jual cost-plus pricing pada paham konvensional, yaitu biaya 
ditambah keuntungan yang diharapkan. Perbedaannya terletak pada makna 
keuntungan dan penentuan besarnya keuntungan. 
 
2.5 Harga Jual Produk yang Adil 
Islam sangat menekankan keadilan36 apalagi terkhusus dalam 
pembahasan mengenai penentuan harga yang adil dalam Islam. Berbicara 
mengenai harga yang adil dalam Islam akan selalu berujung kepada sebuah 
keadilan. Islahi dalam bukunya Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah (1997) 
menyebutkan harga sesuatu yang adil ialah harga yang dibayar untuk objek 
yang sama di tempat dan waktu diserahkan atau biasa disebut dengan harga 
ekuivalen (setara).  
                                                             
36 Lihat Q.S , An-Nahl [16]: 90; An-Nisa’ [4]: 58; Al-Ma’idah [5]: 8; Al-Hadid [57]: 25; Hud 
[11]: 85. 
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Dua hal yang muncul ketika berbicara konsep harga yang adil menurut 
Ibnu Taimiyah bahwa kompensasi yang setara (‘iwad al-mithl) dan harga yang 
setara (thaman al-mithl). Ibnu Taimiyah mengatakan “Kompensasi yang setara 
akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan 
(nafs al-‘adl). Dia juga membedakan dua jenis harga yaitu, harga yang tak adil 
dan terlarang serta harga yang adil dan disukai (Islahi, 1997:94). Jelaslah harga 
yang tak adil itu terlarang sebab Islam sangat mengedepankan keadilan 
termasuk dalam penentuan harga37. Harga yang adil menjadi sebuah hal mutlak 
untuk dijalankan dalam kegiatan ekonomi. 
Salah satu bentuk ketidakadilan dalam penentuan harga jual produk 
adalah penentuan harga jual yang tidak manusiawi (pengusaha merasa harus 
konstan untung, mis 20%). Dalam proses penjualan konvensional semuanya 
dipukul rata, tanpa memandang orang tersebut mampu atau tidak. Misalkan 
untuk membeli 1 liter beras maka telah dipatok sebesar Rp. 4.500, maka 
siapapun yang datang untuk membeli beras maka akan diberi harga yang sama 
per liternya. Hal ini akan menimbulkan ketidakadilan antara si miskin dan si kaya. 
Kemampuan membeli dari keduanya sudah pasti berbeda si miskin membeli 1 
liter beras dengan banyak pertimbangan dan pengorbanan sedangkan si kaya 
membeli sekarung beras tanpa harus ada pertimbangan dan pengorbanan. 
Dalam Al-Qur’an pada surah Al-Baqarah ayat 280 dikatakan “maka berilah 
penangguhan sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan itu lebih baik 
bagimu, jika kamu mengetahuinya”. Hal ini dimaksudkan ketika si pembeli yang 
datang itu tidak mampu membayar sedangkan ia sangat membutuhkan maka 
                                                             
37 Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, Yang mencabut, Yang 
membentangkan, dan Yang memberi rezeki. Saya sungguh berharap dapat bertemu 
Allah dalam keadaan tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku karena 
kezhaliman dalam masalah darah dan harta. (H.R. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu 
Majah, Darami, dan Abu Ya’la) 
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hendaknya si penjual memberi penangguhan, namun jika masih belum sanggup 
membayar maka bersedekah lebih baik. Menurut Nabi, salah satu sikap yang 
perlu diperhatikan dalam berdagang, selain sikap adil dan jujur, adalah para 
pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan, hendaknya diberi tempo untuk 
melunasinya. Selanjutnya memberi  pengampunan kepada si pembeli jika ia 
benar-benar tidak sanggup membayar. Seseorang akan dimasukkan ke surga, 
karena pernah berdagang di dunia dengan menunjukkan kebaikan pada orang-
orang dengan cara memberi tempo untuk melunasi hutangnya, serta 
membebaskan pembayaran bagi yang sangat membutuhkan (Afzalurrahman, 
2000:28). 
Syariah memang tidak menafikkan keuntungan dalam berbisnis tetapi 
keuntungan bukanlah yang paling utama ada faktor keberkahan atau orientasi 
untuk menggapai ridha Allah SWT. Untuk mencapai puncak kebahagiaan hidup 
manusia muslim. Jika hal ini tercapai, telah terpenuhilah dua syarat diterimanya 
amal manusia, yakni adanya niat yang ikhlas dan cara yang sesuai dengan 
tuntunan syariat (Jusmaliani, 2008:86). 
 Maka dari itu harga yang adil merupakan hal sangat penting dalam 
bermuamalah, agar semua orang dapat mengakses suatu produk. Jika harga 
terlalu tinggi maka orang-orang miskin tidak dapat membelinya, maka dari itulah 
pada penentuan penerapan harga dalam bermuamalah haruslah melihat seluruh 
aspek seperti persaudaraan (ukhuwah), keadilan (‘adalah), kemaslahatan 
(maslahah), keseimbangan (tawazun), universalisme (syumuliyah) (Wasilah, 
2011: 93) dan tidak hanya mengutamakan keuntungan semata. Jika harga terlalu 
tinggi dan yang datang membeli seseorang yang miskin maka itu menjadi 
sedekah bagi penjual. Begitupun sebaliknya, jika yang datang ke penjual 
merupakan seseorang yang kaya dan membayar dengan uang yang lebih, maka 
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hal itu dapat menjadi sedekah bagi pembeli ke penjual tanpa harus meminta 
kembalian dengan syarat harus ikhlas dalam memberi. 
 Melalui harga jual yang berbasis nilai keadilan dapat mendorong umat 
manusia untuk memperlakukan umat lainnya dan lingkungan di sekitarnya secara 
seimbang sehingga terjadi keharmonisan hidup (Alimuddin, 2009). Penerapan 
harga jual yang adil juga sangat bermanfaat dalam kehidupan umat manusia. 
 
2.6 Manfaat Harga Jual Berbasis Keadilan 
Menurut Alimddin (2009) ada tiga manfaat harga jual keadilan, yaitu: 
1. Hidup Tawadhu 
Hidup dalam kesetaraan akan menghindari pemaksaan kehendak pihak 
tertentu, khususnya mereka yang bergelimang harta untuk memenuhi 
kebutuhannya. Semetara yang lain tidak berdaya dan terpaksa harus 
memenuhi kemauan mereka guna memenuhi kebutuhan hidupnya 
meskipun terkadang bertentangan dengan norma-norma etika dan 
agama. Mendapatkan keuntungan sesuai kebutuhan akan mendorong 
mereka yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa 
merasa mendapat bantuan secara langsung. Setiap umat manusia tidak 
ada yang diagungkan yang bisa menjerumuskan ke penyembahan 
kepada sesama umat dan tidak ada umat yang direndahkan martabatnya 
yang bisa memunculkan sifat kesombongan. Akibatnya tercipta 
kehidupan yang lebih rendah diri dan hanya mengagungkan kebesaran 
Allah SWT. 
 
 
30 
 
 
2. Kehidupan Harmonis 
Kehidupan harmonis merupakan dambaan setiap makhluk, baik manusia 
maupun makhluk lainnya yang diciptakan Allah untuk memenuhi 
kehidupan hidup umat manusia. Harmonisasi kehidupan akan tercipta jika 
semua makhluk hidup mampu bertahan hidup dengan memenuhi 
kebutuhannya secara mandiri. Konsep harga jual berbasis nilai keadilan 
ini akan memacu kearah kehidupan tersebut. Betapa tidak, konsep harga 
ini memperhatikan kebutuhan pokok penjual, daya beli masyarakat 
secara umum, dan untuk menjaga pelestarian lingkungan hidup dimana 
perusahaan beroperasi. Dengan demikian, semua makhluk akan hidup 
dan berkembang secara damai dan mandiri tanpa ada yang teraniaya 
atau termarjinalkan. 
3. Meningkatkan Martabat 
Kebiasaan sebagai masyarakat, khususnya yang tidak mampu untuk 
melakukan perbuatan meminta-minta merupakan perbuatan yang 
merendahkan martabat mereka. Meskipun disadari dengan cara ini 
mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsep harga jual berbasis 
nilai keadilan ini akan berusaha meningkatkan harkat hidup umat manusia 
dengan memperhatikan daya beli masyarakat sedangkan para 
pengusaha hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Keuntungan yang diperoleh pengusaha tidak berlebih tetapi cukup untuk 
memenuhi kebutuhan pokoknya. Akibatnya, masyarakat akan bisa 
memenuhi kebutuhan pokoknya tanpa harus merendahkan martabatnya 
dengan meminta-minta untuk kemudian digunakan membeli kebutuhan 
pokoknya. 
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2.7 Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, peneliti membuat kerangka 
pemikiran sebagai berikut. 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
Produk 
Baik Halal 
Gharar Maisir Riba 
Nilai Keadilan 
Harga Jual 
 
Transaksi yang 
Dilarang 
Tadlis 
Metode Penentuan 
Harga Jual Keadilan 
Produk yang 
Diperjualbelikan 
Metode Penentuan 
Harga 
Cost-Plus Cost-Plus Basic Needs Cost-Plus Basic Needs 
and Environment 
Nilai dalam Islam 
Metode 
Penentuan Harga 
Menurut Unit 
Usaha 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Rancangan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena penulis akan melakukan 
perbandingan antara metode penentuan harga jual produk, khususnya metode 
penentuan harga jual produk berbasis nilai keadilan, pada unit usaha yang 
bersangkutan dengan teori yang digunakan. Sedangkan jenis penelitian yang 
digunakan merupakan studi kasus suatu unit usaha, dalam hal ini adalah Unit 
Usaha Pesantren Modern IMMIM Putra Makassar. 
 
3.2 Kehadiran Peneliti 
Penulis melakukan penelitian di Unit Usaha Pesantren Modern IMMIM 
Putra Makassar. Kehadiran penulis di Unit Usaha dalam rangka melakukan 
penelitian untuk mengetahui metode penentuan harga jual produk. Pada Unit 
Usaha tersebut, penulis turun langsung dalam pengumpulan data untuk tujuan 
penilitian sekaligus melakukan pengamatan yang diperlukan. 
 
3.3 Lokasi Penelitian 
Objek penelitian penulis adalah Unit Usaha Pesantren Modern IMMIM 
Putra Makassar, Unit Usaha menjalankan muamalah pada salah satu lembaga 
Islam terbesar yang ada di Makassar. Penulis memilih Unit Usaha Pesantren 
Modern IMMIM Putra tersebut untuk melihat apakah Unit Usaha ini telah 
melakukan metode penentuan harga jual berbasis nilai keadilan. Sebagai Unit 
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Usaha yang berlabel Islam, mungkin belum menerapkan nilai-nilai Islam dalam 
penentuan harga jual produk, dalam konteks ini khususnya nilai keadilan. 
 
3.4 Sumber Data 
Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari Unit Usaha, secara lisan 
maupun tulisan, yang memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan manajemen Unit Usaha, seperti sejarah berdirinya Unit Usaha, 
struktur organisasi Unit Usaha, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan 
dalam Unit Usaha. 
2. Data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka yang berisi informasi yang 
terkait dengan masalah yang akan diteliti, yaitu harga jual produk Unit 
Usaha tersebut yang telah ada. 
Sedangkan sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini terbagi 
atas dua jenis, yaitu: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan atau wawancara 
secara langsung dengan pimpinan atau para staf Unit Usaha dan 
konsumen yang meliputi, pengunjung, para guru, dan para santri.. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan 
arsip-arsip, dan lampiran-lampiran Unit Usaha yang berkaitan dengan 
penelitian ini khusunya pada penentuan harga jual produk Unit Usaha. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data-data yang akurat, maka penulis akan 
melaksanakan penelitian lapangan (field research) yang meliputi penelitian 
sebagai berikut: 
1. Teknik observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara 
langsung terhadap metode penentuan harga jual produk berbasis nilai 
keadilan pada Unit Usaha Pesantren Modern IMMIM Putra Makassar. 
2. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap 
pimpinan Unit Usaha dan konsumen yang membantu dalam rangka 
memperoleh data-data empiris. 
3. Teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang terkait 
dengan metode penentuan harga jual produk yang berbasis nilai keadilan 
yang bersumber dari Unit Usaha tersebut. 
 
3.6 Analisis Data 
Berikut ini adalah metode analisis yang digunakan penulis pada penelitian 
ini, adalah: 
1. Analisis deskriptif, yaitu analisis yang menguraikan mengenai metode 
penentuan harga jual produk berbasis nilai keadilan yang dilakukan oleh 
Unit Usaha Pesantren Modern IMMIM Putra Makassar. 
2. Analisis komparatif, yaitu analisis yang membandingkan metode 
penentuan harga jual yang dilakukan Unit Usaha Pesantren Modern 
IMMIM Putra Makassar dengan metode harga jual produk yang berbasis 
nilai keadilan dalam Islam, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Melakukan analisis mengenai metode penetuan harga jual produk 
menurut Islam 
b. Menganalisis perbedaan antara teori yang digunakan dengan yang 
terjadi di objek penelitian. 
c. Membandingkan apa yang terjadi di objek penelitian dengan metode 
penentuan harga jual produk yang adil menurut Islam. 
 
3.7 Tahap-tahap Penelitian 
Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian yang merupakan 
tahapan-tahapan penelitian. Penelitian ini terbagi atas empat tahapan, yaitu: 
1. Penelitian pendahuluan 
Penelitian pendahuluan dilakukan dengan mengumpulkan data-data 
sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang 
diteliti untuk kemudian dilakukan telaah literatur sebagai pengantar 
untuk memahami gambaran umum atas kondisi objek dan masalah 
yang diteliti. 
2. Pengembangan desain 
Berdasarkan dari latar belakang hingga tahap penelitian pendahuluan, 
maka akan dilakukan pengembangan desain penelitian yang 
menggambarkan tujuan penelitian, instrumen penelitian hingga 
metode analisis data yang digunakan agar masalah penelitian bisa 
terjawab secara valid. 
3. Penelitian sebenarnya 
Berdasarkan metode penelitian pada bab tiga, Penelitian 
pendahuluan dan desain penelitian yang telah dikembangkan, maka 
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peneliti akan mengembangkan dan menyusun pertanyaan-pertanyaan 
yang selanjutnya akan diajukan pada pihak responden yang akan 
didokumentasikan. Dalam tahapan ini mulai dilakukan analisis dari 
data yang diperoleh dari responden. 
4. Penulisan hasil penelitian 
Hasil penelitian berupa data-data dan analis data yang diperoleh dari 
seluruh tahapan penelitian akan disusun secara sistematis dengan 
bahasa deskriptif, sehingga menjadi karya tulis ilmiah berupa skripsi 
yang otentik. 
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BAB IV 
ANALISIS KEBIJAKAN HARGA JUAL PRODUK  
PADA UNIT USAHA PESANTREN IMMIM PUTRA MAKASSAR 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren IMMIM Putra 
Pendirian Pesantren Modern Pendidikan Al-Qur’an IMMIM yang terletak di 
jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 10, Kota Makassar, pada tanggal 14 
Januari 1975 M, bertepatan dengan 1 Muharram 1395 H, dapat terwujud berkat 
adanya organisasi kemesjidan yang telah lebih dahulu terbentuk kurang lebih 11 
tahun sebelumnya. Organisasi kemesjidan itu bernama “Ikatan Masjid Mushalla 
Indonesia Muttahidah” yang didirikan tanggal 1 Januari 1964 M, bertepatan 
dengan 16 Syawal 1383 H (Damopolli, 2011:115). 
IMMIM didirikan oleh tiga tokoh masyarakat pada masa itu. Ketiga 
pemrakarsa itu adalah H. Fadeli Luran, Mohammad Daeng Patompo, dan Andi 
Baso Amir. Mereka mendirikan organisasi kemasjidan ini diilhami oleh adanya 
keprihatinan mereka terhadap kondisi riil kaum  muslimin pada dekade 1960-an, 
yang dimana pada masa itu kaum muslimin hanya mementingkan golongannya 
saja. Melalui IMMIM, mereka bertujuan mempersatukan ummat Islam, terutama 
karena adanya tekanan dan rongrongan ideologi-ideologi lain yang memecah 
belah kaum muslimin pada masa itu (Damopolli, 2011:116). 
Untuk mempersatukan umat muslim, H. Fadelil Luran selaku Ketua 
menyatakan dengan tegas, bahwa diperlukan pembinaan mahabbah dan 
Islamiyah yang ditentukan oleh mental dan moril umat. Sedangkan mental dan 
moril hanya dapat dibina melalui rumah-rumah ibadah yang menyediakan 
berbagai sarana pendidikan. Gagasan ini didukung oleh hasil Musyker I 1966 
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yang lebih tegas kepada DPP IMMIM untuk segera mendirikan pesantren 
modern guna teladan bagi pesantren-pesantren (Ahmad, 2013:89). 
Pada tanggal 14 Januari 1975 Pesantren Modern Pendidikan Al-Qur’an 
IMMIM Putra Makassar, akhirnya resmi didirikan. Dengan berdirinya pesantren 
ini diharapkan mampu menjadi basis dakwah dan pusat pengembangan umat 
Islam kedepannya. Seiring berjalannya waktu, Pesantren IMMIM Putra 
mengalami perkembangan pesat utamanya dari segi peningkatan kuantitas 
jumlah santri Pesantren IMMIM Putra. 
Peningkatan jumlah kuantatitas santri ini pun, membuat pihak pesantren 
merasa perlu mendirikan beberapa unit usaha dengan tujuan utama untuk 
memenuhi kebutuhan santri selama berada di lingkungan pesantren. Untuk itu, 
dengan melihat kebutuhan-kebutuhan mendasar para santri mulai dari kebutuhan 
makanan (jajanan), komunikasi, serta kebutuhan alat tulis-menulis, maka pihak 
pesantren pun berusaha agar akses para santri untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut dapat diperoleh dengan mudah tanpa harus keluar pesantren untuk 
membeli atau memperolehnya. Adapun beberapa unit usaha yang didirikan 
antara lain: (1) kantin, (2) fotokopi, (3) wartel, (4) laundry, (5) Toko Santri.  
 
4.1.2 Profil Unit Usaha 
Pada umumnya tujuan didirikannya kelima unit usaha ini yaitu guna 
mewadahi kebutuhan para santri selama berada di lingkungan pesantren. Mulai 
dari kebutuhan akan makanan, alat tulis-menulis, hingga kebutuhan komunikasi 
santri.  Adapun profil dari unit-unit usaha tersebut antara lain: 
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4.1.2.1 Kantin  
Kantin merupakan salah satu Unit Usaha yang didirikan sebagai tempat 
alternatif para santri jika ternyata mereka bosan dengan menu masakan atau 
makanan yang disediakan di ruang makan. Hal ini ditegaskan oleh hasil 
wawancara dengan Astriaty selaku Kepala Unit Usaha, beliau mengatakan 
bahwa “Kantin merupakan alternatif jika santri bosan dengan makanan yang 
disediakan di dapur…”. Adapun produk makanan yang diperdagangkan pada unit 
usaha ini sebagian besar merupakan makanan olahan dari para karyawannya. 
Adapun jenis makanannya seperti: nasi ayam, nasi goreng, nasi kuning, dan 
beberapa jenis makanan berat lainnya. 
Selain menjual beberapa jenis makanan berat, unit usaha ini juga 
menjajahkan beberapa jenis kue atau makanan ringan seperti gorengan. Jajanan 
ini juga pemasoknya tidak lain berasal dari pihak dalam pesantren seperti dari 
istri pembina serta karyawan. Adapun produk minuman yang tentu tidak lepas 
dari usaha semacam ini, umumnya dipasok dari luar seperti air mineral, dan 
beberapa jenis minuman ringan. Jumlah karyawan pada unit usaha ini sebanyak 
sembilan orang, yang terdiri atas tiga orang pelayan, empat juru masak dan dua 
orang kasir. 
 
4.1.2.2 Fotokopi 
Unit Usaha Fotokopi didirikan lebih mengkhusus kepada bagaimana pihak 
pesantren menunjang kemudahan bagi para santri khususnya terkait dengan 
proses belajar mereka. Unit usaha ini berusaha untuk mewadahi kebutuhan 
santri akan alat tulis-menulis selain dari akses para santri untuk menggandakan 
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tugas-tugas dan semacamnya. Adapun jumlah karyawan unit usaha ini terdiri dari 
dua orang yaitu, seorang staf dan kasir. 
 
4.1.2.3 Wartel 
Warung Telekomunikasi atau yang biasa dikenal dengan singkatan wartel 
tentunya tidak terlepas dengan yang namanya hubungan telekomunikasi dua 
arah dari tempat yang berbeda dan berjauhan. Pihak pesantren mendirikan 
usaha ini dengan tujuan memudahkan para santri dalam berkomunikasi dengan 
keluarga mereka yang berada jauh. Keberadaan wartel tentunya sangat dirasa 
manfaatnya oleh para santri, dan sebagai pendukung bagi kebijakan pesantren 
yang melarang para santri membawa alat komunikasi seperti handphone karena 
dapat mengganggu fokus para santri dalam belajar. Sehingga, wartel menjadi 
alternatif utama dalam menyediakan kebutuhan komunikasi para santri selama 
berada di pesantren. Adapun jumlah karyawan unit usaha ini terdiri dari dua 
orang yang terdiri dari seorang staf dan kasir. 
 
4.1.2.4 Laundry 
Laundry atau usaha binatu merupakan unit usaha yang didirikan oleh 
pihak pesantren sebagai upaya untuk membantu atau meringankan para santri 
khususnya para santri baru (kelas 1 SMP) yang secara harfiah masih 
beradaptasi dengan kehidupan pesantren. Namun, dengan berjalannya waktu, 
ternyata unit usaha ini juga dibutuhkan oleh santri secara umum. Kebutuhan 
santri secara umum akan jasa laundry ini, bisa saja dimanfaatkan oleh para 
santri dengan memandang bahwa jasa laundry dirasa dapat meringankan beban 
para santri dengan jadwal kegiatan yang cukup padat di pesantren. 
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Sebagaimana pernyataan seorang santri bernama Fadlan bahwa “laundry 
sangat membantu karena tidak perlu lagi bersusah payah mencuci”. Sehingga, 
keberadaan unit usaha ini menjadi pilihan alternatif bagi para santri agar waktu 
mencuci mereka dapat digunakan untuk kegiatan positif lainnya. Unit usaha ini 
memiliki satu orang pengelola, dengan  
 
4.1.2.5 Toko Santri 
 Unit Usaha Toko Santri merupakan unit usaha yang memiliki peran utama 
dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari para santri secara khusus, dan 
masyarakat pesantren serta orang-orang sekitar secara umum. Kebutuhan ini 
mulai dari kebutuhan peralatan mandi, peralatan makan, perkakas kebersihan, 
serta beberapa jenis makanan dan minuman. 
Unit usaha ini berusaha untuk menyeleksi setiap produk yang akan dijual, 
khususnya terkait dampak produk tersebut serta memandang kehalalan produk 
dari segi syari’at. Seperti halnya rokok sebagai produk andalan paling laris yang 
biasa dijual di toko-toko pada umumnya, pihak pesantren tidak menyediakannya 
atau menjualnya di Toko Santri karena dipandang sebagai sesuatu yang tidak 
baik bagi manusia, khususnya para santri. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan 
pesantren yang melarang para santrinya merokok. Adapun jumlah karyawan 
pada Toko Santri sebanyak lima orang. Dimana dua orang diantaranya 
merupakan kerabat dari pembina pesantren dan tiga orang lainnya merupakan 
kerabat dari pegawai pesantren. 
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4.2 Struktur Organisasi 
Struktur organisasi YASDIC divisi Pesantren digambarkan dalam bentuk 
garis secara fungsional. membawahi kepala-kepala unit dari berbagai fungsi 
yang menjalankan tanggung jawabnya masing-masing. Para kepala unit dari 
berbagai fungsi tersebut kemudian mengkoordinasikan tanggung jawab kepada 
pelaksana kegiatan pada masing-masing fungsi yang terkait. Adapun Kepala Unit 
Usaha secara umum bertanggungjawab atas seluruh aktivitas unit-unit usaha 
serta bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan-kebijakan strategis seluruh 
unit usaha. 
 Berikut ini adalah bagan dan job description dari struktur Organisasi 
YASDIC Divisi Pesantren secara umum dan Unit Usaha secara khusus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YASDIC PUSAT 
PENGAWAS YASDIC DIVISI 
PESANTREN 
KA. KEUANGAN KA. UNIT 
USAHA 
DIREKTUR 
KA. GIZI 
SEKRETARIS 
KA. TOKO 
STAF 
PENJUALAN 
KASIR 
KA. KANTIN 
KA. UNIT UMUM 
 FOTOKOPI WARTEL LAUNDRY 
STAF 
PENGOLAHA
STAF 
PENJUALAN 
KASIR 
KASIR 
STAF 
KASIR 
STAF 
KASIR 
STAF 
Gambar  4.1. Bagan struktur Organisasi YASDIC Divisi Pesantren 
(Sumber: diolah dari hasil data primer 2014) 
Keterangan: bagan dengan garis tebal merupakan fokus dari penelitian 
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Unit Usaha Toko Santri 
1. Kepala Toko 
Tanggung jawab dari kepala toko adalah, sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas toko 
b. Bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan-kebijakan strategis 
menyangkut Unit Usaha Toko Santri. 
2. Staf Penjualan 
Adapun tanggung jawab dari staf penjualan adalah, sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab atas aktivitas penjualan 
b. Bertanggung jawab atas pengecekan harga di toko lain 
c. Mengecek supplier yang akan mensuplai produk 
d. Mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang lengkap supplier 
e. Membuat laporan administrasi keuangan. 
3. Kasir 
Pertanggungjawaban bagian kasir meliputi, sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab atas lokasi kasir 
b. Menyiapkan struk penjualan, karet gelang, spon air, form pengisian 
uang hasil transaksi. 
c. Membersihkan mesin dan meja POS (Point OF sales) 
d. Menghidupkan PC dan program POS (Point Of Sale) 
e. Melayani dan menyapa customer dengan baik 
f. Men-scan setiap barang, dengan melihat ke layar monitor (perhatikan 
label barang yang mencurigakan dengan fisik barang serta harganya). 
g. Menyebutkan  jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen 
h. Memberikan uang kembali dan struk penjualan serta menyebutkan 
jumlahnya 
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i. Mencatat barang-barang kosong yang dikeluhkan customer dan di 
laporkan ke bagian staf penjualan 
j. Bertanggung jawab terhadap uang setoran, adapun bila terjadi 
kehilangan maka harus mengganti atau dilakukan pemotongan gaji. 
 
Unit Usaha Kantin 
1. Kepala Kantin 
Tanggung jawab dari kepala Kantin adalah, sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas kantin 
b. Bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan-kebijakan strategis 
menyangkut Unit Usaha Kantin. 
2. Staf Pengolahan Unit Usaha Kantin 
Adapun tanggung jawab dari staf pengolahan adalah sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab atas kebersihan unit usaha kantin 
b. Bertanggung jawab atas perawatan peralatan unit usaha kantin 
c. Bertanggung jawab atas pengelolaan unit usaha kantin.  
3. Staf Penjualan Unit Usaha Kantin 
 Adapun tanggung jawab dari staf penjualan adalah sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab atas aktivitas penjualan 
b. Bertanggung jawab atas pengecekan harga di tempat lain 
c. Mengecek pemasokyang akan memasok produk 
d. Mencatat nama, alamat, dan nomor telepon lengkap pemasok 
e. Membuat laporan administrasi keuangan. 
4. Kasir 
 Pertanggungjawaban bagian kasir meliputi: 
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a. Bertanggung jawab atas lokasi kasir 
b. Menyiapkan struk penjualan, karet gelang, spon air, form pengisian 
uang hasil transaksi. 
c. Membersihkan Mesin dan meja POS (Point OF sales) 
d. Hidupkan PC dan program POS (Point Of Sale) 
e. Melayani dan menyapa customer dengan baik 
f. Menyebutkan  jumlah uang yang harus dibayarkan ke konsumen 
g. Memberikan uang kembali dan struk penjualan serta menyebutkan 
jumlahnya 
h. Bertanggung jawab terhadap uang setoran, apabila terjadi 
kehilangan maka harus mengganti atau pemotongan gaji. 
 
Unit Usaha Wartel 
1. Staf 
 Adapun tanggung jawab dari staf Unit Usaha Wartel antara lain: 
a. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas wartel 
b. Bertanggung jawab atas pengelolaan wartel 
c. Bertanggung jawab atas kebersihan wartel 
d. Bertanggung jawab atas perawatan unit-unit telepon 
2. Kasir 
 Pertanggungjawaban bagian kasir wartel meliputi, sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab atas lokasi kasir 
b. Membersihkan mesin dan meja POS (Point OF sales) 
c. Hidupkan PC dan program POS (Point Of Sale) 
d. Melayani dan menyapa customer dengan baik 
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e. Menyebutkan  jumlah uang yang harus dibayarkan ke konsumen 
f. Memberikan uang kembali dan struk penjualan serta menyebutkan 
jumlahnya 
g. Bertanggung jawab terhadap  uang setoran, apabila terjadi 
kehilangan maka harus mengganti atau pemotongan gaji 
 
Unit Usaha Fotokopi 
1. Staf 
Adapun tanggung jawab dari staf Unit Fotokopi adalah sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas Unit Usaha Fotokopi 
b. Bertanggung jawab atas pengelolaan Unit Usaha Fotokopi 
c. Bertanggung jawab atas kebersihan Unit Usaha Fotokopi 
d. Bertanggung jawab atas perawatan mesin fotokopi 
2. Kasir 
Pertanggungjawaban bagian kasir wartel adalah sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab atas lokasi kasir 
b. Membersihkan meja kasir 
c. Melayani dan menyapa customer dengan baik 
d. Menyebutkan  jumlah uang yang harus dibayarkan ke konsumen 
e. Memberikan uang kembali dan struk penjualan serta menyebutkan 
jumlahnya 
f. Bertanggung jawab terhadap  uang setoran, apabila terjadi kehilangan 
maka harus mengganti atau pemotongan gaji 
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Unit Usaha Laundry 
1. Staf 
Adapun tanggung jawab dari staf Unit Laundry adalah sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas Laundry 
b. Bertanggung jawab atas pengelolaan Laundry 
2. Kasir 
Pertanggungjawaban bagian kasir wartel meliputi: 
a. Bertanggung jawab atas lokasi kasir 
b. Membersihkan meja kasir 
c. Melayani dan menyapa customer dengan baik 
d. Menyebutkan  jumlah uang yang harus dibayarkan ke konsumen 
e. Memberikan uang kembali dan struk penjualan serta menyebutkan 
jumlahnya 
f. Bertanggung jawab terhadap uang setoran, apabila terjadi kehilangan 
maka harus mengganti atau pemotongan gaji. 
 
4.3 Pemasok Produk pada Unit Usaha 
Unit-unit usaha Pesantren Modern IMMIM Putra Makassar tentunya 
memiliki pemasok untuk tiap produk pada masing-masing unit terkait. Para 
pemasok ini ada yang berasal dari luar pesantren serta ada pula dari dalam 
pesantren, namun tidak semua unit usaha memiliki pemasok, seperti halnya Unit 
Usaha Wartel dan Laundry yang tidak memiliki pemasok karena kedua unit ini 
fokus pada usaha pelayanan atau jasa. Sedangkan untuk Unit Usaha Fotokopi 
pengelola langsung membeli produk-produk dari agen yang kemudian dijual 
kembali. Adapun dua unit usaha lainnya yaitu Unit Usaha Toko Santri dan Kantin, 
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memiliki pemasok masing-masing, baik pemasok dari luar maupun dalam 
pesantren. 
Unit Usaha Toko Santri memiliki beberapa pemasok untuk beberapa 
produk khusus. Salah satu jenis produk yang memiliki pemasok khusus adalah 
produk olahan makanan berupa kue, yang pemasoknya tidak lain dari pihak 
dalam pesantren yaitu dari karyawan. Adapun salah seorang pemasok jenis 
produk tersebut adalah Pak Hidayat, yang tidak lain merupakan salah satu 
karyawan yang memasok produk berupa kerupuk. Terkait dengan penetapan 
harga jual yang ditetapkan pihak pengelola unit usaha, beliau menyatakan 
bahwa “…Kami merasa cukup senang dengan harga yang di tetapkan Toko 
Santri, karena margin yang diberikan tidak terlalu besar sehingga barang cepat 
laku” terang Pak Hidayat. 
Adapun hasil dari pengamatan peneliti terhadap unit usaha ini, dapat 
diilustrasikan sebagai berikut: harga jual kerupuk per bungkus yang dikenakan 
oleh supplier sebesar Rp 900, sedangkan harga jual yang ditetapkan oleh Toko 
Santri adalah sebesar Rp 1000. Dari ilustrasi tersebut dapat dilihat bahwa unit 
Usaha ini memang tidak berorientasi pada keuntungan maksimal, dilihat dari 
ilustrasi yang disesuaikan dengan hasil pengamatan lapangan, bahwa Toko 
Santri hanya mengambil keuntungan sebesar Rp 100 atau hanya sebesar 10% 
dari penjualan tiap kerupuk. 
Jajanan yang dijual Pak Hidayat juga sangat laku keras dikalangan para 
santri Pesantren IMMIM Putra. Sejalan dengan hal tersebut Pak Hidayat 
menuturkan bahwa kerupuknya bisa habis dalam dua hari, “paling cepat dua hari, 
paling lama empat sampai tujuh hari baru habis” tegas Pak Hidayat. Sehingga,  
Toko Santri dapat dikatakan menjadi sarana yang sangat membantu para istri 
guru maupun para pembina dan juga karyawannya yang menjadi supplier jajanan 
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seperti Pak Hidayat. Namun jika ada produknya yang tidak laku maka itu menjadi 
tanggungan dari pemilik atau supplier. 
Selain pak Hidayat, adapula Bapak Sirajuddin yang merupakan salah 
satu supplier dari luar pesantren. Jenis produk yang dipasoknya yaitu Roti 
Sulawesi. Terkait kerjasamanya dengan pihak unit usaha beliau menyatakan 
bahwa “Toko Santri merupakan salah satu toko yang baik untuk diajak untuk 
kerja sama, karena tidak menunggak serta perputaran barangnya cepat sangat 
menguntungkan bekerja sama dengan Toko Santri”. 
Ibu Asriaty Lestari selaku Kepala Unit Usaha Pesantren IMMIM Putra 
Makassar mengatakan “kami menyediakan jasa penjualan dan tempat kepada 
istri-istri pembina maupun guru yang mau menjual produk-produknya (dalam hal 
ini makanan), keuntungan yang kami peroleh juga tidak besar, karena memang 
tidak mengejar keuntungan, semuanya dilakukan untuk betul-betul membantu 
mereka”. Karena kerja sama ini bersifat konsinyasi maka jika ada produk yang 
tidak laku akan menjadi tanggungan dari pemilik atau supplier. “kami hanya 
menerima titipan, membantu jualan, dan menyediakan tempat, jika ada produk 
yang tidak laku maka itu menjadi tanggungan dari pemilik. Kami tidak 
menawarkan ataupun meminta, melainkan hanya menyediakan jasa saja” tegas 
Ibu Asriaty Lestari. 
Unit usaha lainnya yang juga memiliki pemasok yaitu Unit Usaha Kantin, 
jenis pemasoknya pun tidak jauh berbeda dengan pemasok pada Unit Usaha 
Toko Santri, yaitu pemasok dari luar maupun dari dalam pesantren. Produk yang 
dipasok dari luar seperti air mineral serta berbagai produk minuman ringan, 
diantaranya adalah the cocacola company dan Ultra Jaya. Selain menjual produk 
berupa makanan dan minuman, unit usaha ini juga menyediakan jasa seperti 
halnya Unit Usaha Toko Santri, yaitu menyediakan jasa penjualan produk atau 
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barang titipan. Produk atau barang titipan ini umumnya berupa jajanan atau 
makanan olahan rumah tangga yang supplier-nya dari dalam pesantren baik itu 
berasal dari istri guru, pembina, maupun karyawan. Adapun salah satu yang 
membedakannya dengan Unit Usaha Toko Santri bahwa unit usaha ini pada 
umumnya hampir sebagian besar produknya merupakan makanan olahan dari 
para karyawan kantin. 
Salah satu pemasok (supplier) jajanan kantin adalah Ibu Istiqomah yang 
merupakam istri dari pembina pesantren. Adapun jenis makanan yang dipasok 
oleh Ibu Istiqomah yaitu jajanan berupa tahu isi. Hasil wawancara dengan Ibu 
Istiqomahyang menyatakan bahwa “tahu isi merupakan salah satu jajanan yang 
digemari oleh santrinya, terbukti dengan cepatnya jajanan ini habis terjual, setiap 
hari saya memasukkan 100 biji tahu isi dan semuanya selalu habis” tambahnya 
lagi. “saya merasa sangat terbantu dengan adanya jasa ini, karena sangat 
membantu dalam penjualan meskipun hasilnya tidak terlalu besar, namun cukup 
untuk mendapatkan penghasilan tambahan” tegas Ibu Istiqomah. 
Bentuk kerja sama yang dijalankan dalam unit usaha ini merupakan 
bentuk kerja sama yang halal. Dimana, sistem kerja samanya menggunakan 
system bagi hasil baik saat terjadi keuntungan maupun kerugian. Keuntungan 
akan diperoleh dari hasil penjualan produk sedang kerugian akan diperoleh jika 
ternyata ada produk yang tidak laku terjual. Sebagai ilustrasi, jajanan tahu isi 
yang dijajakan di kantin dijual dengan harga Rp 1000 per biji, dengan pembagian 
hasil dari kesepakatan antara pihak pemasok dan penjual (kantin) yaitu pemasok 
tahu isi akan memperoleh uang sebesar Rp 900 per biji sedangkan pihak penjual 
akan memperoleh Rp 100 per biji atas tiap penjualan tahu isi. Adapun jika 
ternyata ada jajanan tidak laku terjual, maka akan dikembalikan kepada pihak 
pemasok. Jika dilihat sepintas, nampak bahwa kerugian hanya ditanggung oleh 
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pihak pemasok jajanan tanpa melibatkan pihak unit usaha terkait. Namun, pada 
dasarnya jika ditinjau lebih lanjut maka, Unit Usaha Toko Santri maupun Kantin 
juga menanggung kerugian atas produk yang tidak laku terjual. Dimana, pihak 
unit usaha akan menanggung kerugian berupa upah mereka sebagai pihak 
penjual akan berkurang sebesar bagian mereka atas produk yang tidak laku 
terjual.  
Dari beberapa hasil wawancara dengan para pemasok pada kedua unit 
usaha, baik Toko Santri maupun Kantin, dapat diketahui bahwa para pemasok 
merasa senang bekerja sama dengan unit usaha ini karena produk mereka cepat 
laku terjual. Hal ini disebabkan margin yang diterapkan oleh Unit Usaha tidak 
besar dan terjangkau oleh para pelanggan terkhusus para santri. Sejalan dengan 
hal tersebut serta beberapa ilustrasi sebelumnya, Arfin Hamid (guru besar 
Fakultas Hukum Unhas) dalam wawancaranya dengan peneliti, menyatakan 
bahwa “si pemilik (pemasok) berhak mendapatkan Rp.900 sedangkan Rp.100 
buat Unit Usaha Toko Santri dan Kantin karena si pemilik (pemasok) tidak 
melibatkan Unit Usaha dalam pembuatan jajanan tersebut, namun jika ada yang 
tidak laku maka itu menjadi tanggungan si pemilik (pemasok) karena sekali lagi 
Unit Usaha tidak memiliki akses dari pembuatan sampai menjadi sebuah jajanan 
yang siap untuk dijual”. Dapat disimpulkan bahwa persentase bagian dari harga 
jual antara pemasok dan pihak unit usaha sebagai suatu keuntungan maupun 
kerugian atas produk yang tidak laku terjual, didasarkan atas seberapa besar 
kontribusi masing-masing pihak dalam proses pembuatan (produksi) hingga 
produk laku terjual.  
Bagian yang diperoleh oleh pemasok yang dalam hal ini juga merupakan 
pihak produsen, akan lebih besar baik dari segi keuntungan maupun kerugian 
disebabkan kontribusi mereka yang berperan besar terhadap produk tersebut. 
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Dimana, suatu produk tentunya akan laku terjual jika produk tersebut memiliki 
kualitas atau daya beli yang bagus sehingga proses produksi tentunya 
berpengaruh besar terhadap kualitas produk. Adapun pihak penjual (unit usaha) 
memperoleh bagian yang lebih kecil, disebabkan mereka hanya berperan 
sebagai pihak yang menjajakan jualan, tanpa adanya kontribusi dalam proses 
produksi baik dalam hal proses pembuatan maupun modal produksi.  
Dari pembahasan sebelumnya di atas, dapat dilihat bahwa keuntungan 
yang diperoleh oleh pihak unit usaha baik Toko Santri maupun Kantin, tidaklah 
besar bahkan bisa dikatakan sangat kecil. Sebagai ilustrasi jika ada 100 buah 
kue dengan harga Rp 1000 per buah maka unit usaha hanya mematok 
keuntungan sebesar Rp.100 per kue. Sehingga, jika semua kue laku terjual, 
maka unit usaha hanya akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 10.000 (100 
buah x Rp 100). Hal ini menunjukkan bahwa unit usaha pada dasarnya didirikan 
tidak untuk mencari keuntungan, namun fitrah pendiriannya yaitu untuk 
memenuhi kebutuhan warga pesantren pada umumnya santripada khususnya. 
Walaupun kerjasama yang dijalankan telah bagus, namun perlu selalu 
ditanamkan sikap amanah38 dan jujur dari masing-masing pihak yang 
bekerjasama. Pihak unit usaha harus menjalankan amanah yang diberikan dari 
pemasok agar tidak terjadi kecurangan dan penghianatan yang menimbulkan 
fitnah yang mengakibatkan seseorang sulit untuk dapat dipercaya39. Sedangkan 
pihak pemasok haruslah jujur dalam berproduksi salah satunya dengan membuat 
atau memproduksi produk dengan cara yang baik dan halal, sehingga produk 
yang dijual tidak akan merugikan pihak pembeli.   
 
                                                             
38  Lihat Q.S , An-Nisa [4]:58; Al-Baqarah [2]:283. 
39 Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan 
kamu menghianati orang yang menghianatimu” (HR. Abu Dawud dan Al Tirmidzi). 
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4.4 Implementasi Nilai Keadilan pada Kebijakan Penjualan 
4.4.1 Kebijakan Penetapan Harga Jual 
Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh unit usaha ini sangat 
mempengaruhi tingkat pendapatan tiap tahunnya. Pendapatan tiap unit usaha 
dapat dilihat dari ringkasan laporan keuangan berikut. 
Tahun Toko Santri Kantin Wartel Fotokopi Laundry 
2009 6.816.016 10.923.700 801.409 1.839.748 - 
2010 3,057.537 11.652.847 858.303 1.001.939 - 
2011 6.942.862 21.104.434 568.446 1.586.049 - 
2012 6.215.690 (2.237.766) 3.068.805 (5.499.077) (573.850) 
2013 4.093.754 18.942.153 176.334 307.795 8.660833 
 
 
Pendapatan dari tiap Unit Usaha Pesantren IMMIM Putra tidak terlepas 
dari kebijakan-kebijakan dalam menjalankan kegiatan usaha. Berikut disajikan 
kebijakan penetapan harga jual yang diterapkan oleh unit-unit usaha beserta 
ringkasan laporan keuangan tiap unit usaha. 
 
4.4.1.1 Unit Usaha Toko Santri, Kantin, dan Fotokopi  
Tiga unit usaha ini yaitu Toko Santri, Kantin, dan Fotokopi hampir memiliki 
kebijakan yang sama dalam penetapan harga jualnya. Adapun kebijakan tersebut 
adalah sebagai berikut:  
1. Mark up yang diterapkan untuk produk makanan dan minuman adalah 
10% dari harga pokok produk. 
2. Mark up yang diterapkan untuk produk selain makanan adalah 20% dari 
harga pokok produk. 
Menurut Asriaty Lestari “kebijakan mark up 10% untuk makanan dan  
minuman adalah karena makanan merupakan hal yang primer dalam kehidupan 
Tabel 4.1 Ringkasan Laporan Laba Rugi Unit Usaha  
             Sumber: diolah dari data sekunder unit usaha 
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para santri dan diharapkan tidak memberatkan santri”. Sedangkan untuk 
kebijakan mark up 20% untuk produk lainnya diambil untuk produk yang sifatnya 
non-makanan seperti sabun, pasta gigi, alat tulis kantor (ATK), dan lain-lain 
menurut informasi yang diperoleh dari Kepala Unit Usaha. Adapun Mark up yang 
dilakukan oleh unit usaha salah satunya diperuntukkan untuk kegiatan operasi 
dari unit usaha itu sendiri, agar tetap berjalan dan berproduksi memenuhi 
kebutuhannya, baik kebutuhan berupa penambahan stock produk, pemeliharaan, 
dan biaya operasional unit usaha. 
Dari Informasi tersebut, konsep yang digunakan untuk metode penentuan 
harga jual produk tidak jauh berbeda dengan cara penentuan yang dilakukan 
oleh toko-toko lainnya di luar pesantren yaitu memberi mark up untuk setiap 
produk yang akan dijual, namun hal yang membedakannya terletak pada 
besaran margin yang ditentukan oleh unit usaha. Sejalan dengan hal tersebut, 
Bapak Nur Aziz selaku auditor Pesantren IMMIM Putra menyatakan bahwa 
“harga yang diberikan pesantren sebenarnya sangat murah, sebab toko-toko 
diluar terkadang memberi margin 40% sampai 50% bahkan masih ada yang lebih 
untuk produk-produk yang bersifat makanan karena produk yang bersifat 
makanan itu sifatnya sebagai kebutuhan utama maka dari itulah cepat laku 
terjual”. 
Kebijakan yang ada ternyata berbanding lurus dengan keuntungan yang 
diperoleh unit-unit usaha. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat ringkasan 
laporan laba rugi Unit Usaha selama beberapa tahun terakhir, khususnya untuk 
Unit Usaha Toko Santri, Kantin dan Fotokopi sebagai berikut. 
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a. Toko Santri 
 
 
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa, walaupun dari tahun ke tahun 
permintaan terus meningkat, dibuktikan dengan laporan pendapatan yang terus 
meningkat. Namun, pada kenyataannya keuntungan yang diperoleh oleh unit 
usaha tergolong rendah untuk besaran keuntungan dalam setahun. Hal ini dapat 
dilihat untuk keuntungan terbesar dari data lima tahun terakhir yaitu pada tahun 
2011 yaitu sebesar Rp 6.942.862 per tahun jika di rata-ratakan menjadi 
keuntungan perbulannya hanya mencapai Rp 578.572. Di lain sisi, keuntungan 
terkecil yaitu pada tahun 2013 yang hanya mencapai angka sebesar Rp 
4.093.754 per tahun dan jika dirata-ratakan untuk keuntungan per bulannya 
hanya sebesar Rp 341.146. Dari angka capaian keuntungan tersebut, jika 
dibandingkan dengan usaha sejenis yang ada disekitar pesantren, maka 
pencapaian keuntungan yang diperoleh unit usaha Toko Santri sangatlah kecil 
dan tidak sebanding dengan perannya sebagai penyedia utama dan terbesar 
kebutuhan para santri dan masyarakat pesantren. Harga yang ditawarkan oleh 
unit usaha ini relatif lebih murah dibanding dengan di sekitarnya seperti salah 
satu produk makanan ringan jenis biskuit dijual dengan harga Rp 500 jauh lebih 
Tahun Pendapatan (Rp) 
HPP+Biaya  
(Rp) 
Laba/Rugi  
(Rp) 
Perbandingan 
Laba 
terhadap 
Pendapatan 
2009 52.216.642 45.400.625 6.816.016 13% 
2010 57.403.783 54.346.246 3,057.537 5% 
2011 66.532.883 59.590.022 6.942.862 10% 
2012 71.102.833 64.887.143 6.215.690 9% 
2013 76.057.692 71.963.938 4.093.754 5% 
Jumlah 20.910.168 9% 
Tabel 4.2 Ringkasan Laporan Laba Rugi Unit Usaha Toko Santri 
Sumber: diolah dari data sekunder unit usaha 
 
56 
 
 
murah dari toko yang ada di sekitarnya yang menjual produk yang sama seharga 
Rp 1.000. 
Sejalan dengan hal di atas, keuntungan yang sangat sedikit, tidak 
membuat Toko Santri berpikiran untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang telah 
ada. Padahal, jika ditinjau Unit Usaha Toko Santri masih berpotensi untuk 
mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara menaikkan mark up dari 
yang telah ditetapkan sekarang. Nilai mark up yang kecil, menyebabkan margin 
keuntungan yang diperoleh oleh toko tidak terlalu besar. Sejalan dengan hal 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama ini Unit Usaha Toko Santri telah 
beroperasi sesuai dengan filosofis tujuan awal dan utama didirikannya Toko 
Santri, bukanlah untuk mengejar atau memaksimalkan keuntungan namun, lebih 
kepada sebagai sarana pemenuhan kebutuhan para santri.  
Data di atas meunujukkan betapa kecil persentase keuntungan yang 
diperoleh Toko Santri tiap tahunnya. Data 5 tahun terakhir, persentase 
keuntungan yang diperoleh, tidak ada yang mencapai 20% per tahun, bahkan 
untuk mencapai keuntungan 15% saja tidak. Kemudian, dapat dilihat bahwa 
persentase keuntungan yang diperoleh Toko Santri cenderung tidak tetap atau 
berfluktuasi, meskipun tiap tahunnya pendapatan selalu meningkat namun hal 
tersebut seiring dengan peningkatan biaya yang meningkat pula. Dimana, pada 
tahun 2009 sebesar 13% kemudian turun menjadi 5% pada tahun  yaitu pada 
tahun 2011 meningkat menjadi 10% selanjutnya, persentase keuntungan terus 
mengalami penurunan hingga mencapai 5% pada tahun 2013. Sepintas akan 
terlihat bahwa unit usaha ini hanya memberi saja tanpa memikirkan diri sendiri 
dan cenderung tidak adil dengan dirinya sendiri, namun hal ini tidak terlepas dari 
tujuan unit usaha ini berdiri yaitu, untuk membantu para santri dalam memenuhi 
kebutuhannya.  
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Hal ini, semakin menguatkan pendapat peneliti bahwa Toko Santri betul-
betul tidak mengejar keuntungan melainkan sebagai sarana pemenuhan 
kebutuhan para santrinya dan lebih dari sekedar nilai keadilan yaitu, menolong 
sesama. Adapun keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk membiayai 
operasional unit usaha bersangkutan. Tanpa ada pihak yang berusaha untuk 
menjadikan sarana Toko Santri sebagai ladang bisnis. Walaupun, bisa saja 
banyak motif spekulasi yang dapat diterapkan untuk memperoleh keuntungan, 
namun pihak Toko Santri masih tetap menetapkan kebijakan penetapan harga 
yang tidak memberatkan pembeli namun tidak pula mendzalimi pihak unit usaha. 
Dalam artian unit usaha yang bersangkutan masih tetap menerapkan 
keuntungan namun dalam skala yang normal dimana keuntungan tersebut hanya 
ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan operasional unit usaha yang pada 
akhirnya bertujuan pada keberlanjutan unit usaha sebagai sarana pemenuhan 
kebutuhan para santri. 
 
b. Kantin 
Data dari ringkasan laporan keuangan untuk Unit Usaha Kantin selama 
lima tahun terakhir, ialah sebagai berikut. 
Tahun Pendapatan (Rp) 
HPP+Biaya 
(Rp) 
Laba/Rugi 
(Rp) 
Perbandingan 
Laba terhadap 
Pendapatan 
2009 46.805.075 35.881.375 10.923.700 23% 
2010 58.028.700 46.375.853 11.652.847 20% 
2011 75.591.308 54.486.875 21.104.434 28% 
2012 64.316.750 66.554.516 (2.237.766) -3% 
2013 92.111.475 73.169.322 18.942.153 21% 
Jumlah 60.385.368 18% 
 
 
Tabel 4.3 Ringkasan Laporan Laba Rugi Unit Usaha Kantin 
Sumber: diolah dari data sekunder unit usaha 
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Data di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun permintaan untuk 
unit usaha ini juga terus meningkat seperti halnya Unit Usaha Toko Santri. Tak 
jauh berbeda dengan data yang dipaparkan sebelumnya, pembiayaan yang 
dilakukan oleh Unit Usaha Kantin juga cenderung meningkat karena permintaan 
untuk unit usaha ini juga naik dari tahun ke tahun. Adapun laba yang diperoleh 
oleh unit usaha ini juga tidaklah besar karena dasar dari pendidiriaan unit usaha 
tidak lain yaitu untuk pemenuhan kebutuhan para warga pesantren secara umum 
dan santri pada khususnya. 
Pendapatan dari unit usaha ini dari tahun ke tahun 2009 hingga tahun 
2011 terus mengalami peningkatan dengan pendapatan yang cukup besar, 
namun pada tahun berikutnya menurun drastis bahkan hingga mengalami  
kerugian. Pada tahun berikutnya, tahun 2013 kembali meningkat dengan pesat 
dari Rp 2.237.766 menjadi Rp 18.942.153. Perbandingan persentase laba dari 
tahun ke tahun memang berfluktuasi, untuk tahun 2010 turun 3% dari 23% 
menjadi 20% dari tahun sebelumnya. Kemudian meningkat di tahun berikutnya 
menjadi 28%. Hingga pada tahun 2012 unit usaha ini mengalami kerugian hingga 
mencapai Rp 2.237.766.  
Sejalan dengan hal di atas, berdasarkan informasi dari kepala unit usaha 
Ibu Asriaty Lestari mengatakan bahwa “kerugian ini kerena para santri kurang 
menyukai menu yang ditawarkan oleh Kantin…”. Hal tersebut membuat unit 
usaha ini mengalami kerugian. Namun, pihak pengelola Unit Usaha Kantin 
mencoba mencari penyebab kerugian dan melakukan perbaikan hingga pada 
tahun berikutnya unit usaha kembali bangkit dan memperoleh keuntungan yang 
diperoleh kembali normal. Meskipun pendapatan meningkat, namun biaya yang 
dibebankan juga ikut meningkat sehingga pendapatan yang diperoleh tidaklah 
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terlalu besar bahkan terkadang hanya cukup untuk membiayai operasional Unit 
Usaha ini saja.  
Kebijakan pihak pengelola unit usaha sudah cukup baik, adanya kerugian 
dalam suatu usaha memang menjadi suatu yang lumrah, sehingga ketika unit 
usaha mengalami kerugian unit usaha masih terus beroperasi walau hasil yang 
diperoleh adalah kerugian. Namun, pihak unit usaha telah berusaha untuk 
melakukan salah satu kunci kesuksesan yang diajarkan Rasulullah yaitu melalui 
muhasabah dan evaluasi. Hal tersebut sejalan dengan hadits Rasulullah40 yang 
mengajarkan dua kunci kesuksesan yaitu pertama, orang sukses adalah orang 
yang selalu mengevaluasi kinerja pribadi yang telah dilakukannya dan kedua, 
orang sukses ada orang yang mengevaluasi dirinya dan melakukan perbaikan 
setelahnya (Zakaria, 2014).  
Sejalan dengan hal di atas, ada baiknya pihak unit usaha untuk 
senantiasa berinovasi, bukan untuk tujuan maksimalisasi keuntungan namun 
lebih kepada pemuasan layanan pelanggan. Walau, tidak dipungkiri semakin baik 
pelayanan suatu usaha jasa, maka berdampak signifikan pada peningkatan 
keuntungan, namun pihak pengelola hendaknya memang mempertimbangkan 
pula keuntungan atau dengan kata lain berusaha untuk menghindari kerugian, 
karena jika terjadi kasus kerugian maka hal tersebut akan berdampak 
pendzaliman kepada unit usaha bersangkutan. Padahal Islam mengajarkan agar 
dalam bermualamah jangan sampai ada tindak pendzaliman atau ketidakadilan 
di dalamnya.   
 
 
                                                             
40 Orang yang pandai adalah orang yang menghisab (mengevaluasi) dirinya sendiri serta 
beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang yang lemah adalah orang 
yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu 
wa Ta’ala (H.R. Tirmidzi) 
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c. Unit Usaha Fotokopi 
Unit Usaha Fotokopi merupakan salah satu unit usaha yang sangat 
membantu para santri dalam memenuhi kebutuhannya terutama untuk hal yang 
menyangkut proses belajar. Adapun Laporan keuangannya adalah sebagai 
berikut. 
Tahun Pendapatan (Rp) 
HPP+Biaya 
 (Rp) 
Laba/Rugi 
(Rp) 
Perbandingan 
Laba terhadap 
Pendapatan 
2009 9.278.092 7.438.344 1.839.748 20% 
2010 9.596.413 8.594.474 1.001.939 10% 
2011 10.357.863 8.771.813 1.586.049 15% 
2012 2.977.083 8.476.160 (5.499.077) -185% 
2013 10.812.117 10.504.321 307.795 3% 
Jumlah 4.735.531 -27% 
 
 
Data di atas menunjukkan bahwa Unit Usaha ini juga memiliki 
pendapatan yang tidak seberapa, hal ini sejalan dengan niat awal berdirinya unit 
usaha di Pesantren IMMIM Putra Makassar yaitu, sebagai pemenuhan 
kebutuhan para santrinya dalam kehidupan sehari-harinya dalam lingkup 
pesantren.  
Pendapatan dari tahun ke tahun cenderung meningkat meskipun tidak 
terlalu besar. Pendapatan yang meningkat ini selalu diikuti biaya yang tidak 
sedikit pula sehingga laba yang diperoleh juga kecil. Dapat dilihat dari tabel 
diatas, pada tahun 2009 laba yang diperoleh unit usaha ini sebesar Rp 
1.839.748, kemudian turun pada tahun berikutnya Rp.1.001.939, selanjutnya 
pada tahun 2011 naik sebsar Rp. 584.110 menjadi Rp. 1.586.049, namun di 
tahun berikutnya mengalami kerugian drastis sebesar Rp. 5.499.077 dan kembali 
meningkat pada tahun berikutnya namun masih sangat kecil yaitu, sebesar Rp. 
307.795. Penurunan keuntungan ini, disebabkan karena kendala operasional 
Tabel 4.4 Ringkasan Laporan Laba Rugi Unit Fotokopi 
Sumber: diolah dari data sekunder unit usaha 
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yaitu seringnya terjadi kerusakan pada mesin fotokopi. Sebagaimana dipaparkan 
Ibu Asriaty Lestari “mesin fotokopi yang sering mengalami kerusakan merupakan 
salah satu faktor penurunan pendapatan dimana tingginya biaya pemeliharaan 
mesin fotokopi juga termasuk, intinya mesin merupakan nyawa dari unit usaha 
ini”.  
Biaya pemeliharaan dan perbaikan untuk usaha fotokopi memang tidaklah 
sedikit, sehingga tidak jarang hal tersebut membuat usaha seperti ini mengalami 
kerugian. Sehingga, akan lebih baik dan efisien jika unit usaha 
mempertimbangkan untuk membeli mesin fotokopi baru dibandingkan terus-
menerus mengeluarkan uang untuk membiayai  perbaikan mesin. Sehingga, 
berdampak pada semakin sedikitnya keuntungan bahkan kerugian dan tentunya 
hal tersebut akan berpengaruh pada kurangnya biaya operasional unit usaha. 
Sejalan dengan hal tersebut, ada baiknya pihak Unit Usaha Fotokopi 
mengusahakan pengadaan mesin baru, selain karena  keuntungan unit usaha 
sebagai sumber pembiayaan operasional unit usaha semakin sedikit bahkan 
sampai mengalami kerugian bisa saja berdampak pendzaliman pada pihak unit 
usaha secara khusus, di sisi lain mesin yang sering rusak otomatis akan 
membuat kualitas layanan pelanggan kurang maksimal apalagi hal ini bisa 
berdampak pada terganggunya proses belajar para santri. 
Kerugian yang dialami unit usaha ini sebenaranya dapat ditaktisi dengan 
cara bekerja sama dengan orang luar. Pihak pengelola unit usaha menawarkan 
kerja sama dengan pihak luar. Pihak luar masuk memberi mesin fotokopi dan 
pihak unit usaha ini yang mengelolanya dan biaya perawatan mesin ditanggung 
pihak luar selaku pemilik mesin. Sehingga akan meminimalisir kerugian-kerugian 
yang diakibatkan oleh biaya perawatan mesin fotokopi. 
62 
 
 
Beberapa analisis mengenai kebijakan penentuan harga yang diperkuat 
dengan laporan keuangan dari beberapa Unit Usaha Pesantren IMMIM Putra 
Makassar, utamanya pada tiga unit usaha yang dipaparkan di atas, telah sejalan 
dengan metode penentuan harga jual berbasis keadilan dalam perspektif bayani 
atau cost-plus, ialah harga jual yang didasarkan pada jumlah biaya ditambah 
keuntungan yang adil. Keuntungan yang adil yang dimaksud adalah kebutuhan 
dasar pedagang agar bisa bertahan hidup di dunia ini (Alimuddin, 2007). 
Kebutuhan ini meliputi kebutuhan makan, air, sandang, perumahan, pendidikan, 
transportasi, komunikasi, keamanan, berumah tangga, dan juga untuk gaji para 
karyawan serta untuk menjalankan Pesantren IMMIM sebagai sebuah unit usaha 
yang didirikan bukan berorientasi utama pada keuntungan, namun pada 
bagaimana memberi maslahah kepada masyarakat pesantren, khususnya para 
anak didik dalam hal ini adalah para santri.  
Kebijakan penetapan margin oleh pihak unit usaha yang dianggap kecil 
atau terjangkau jika dipandang sebenarnya bisa saja merusak harga pada pasar. 
Hal ini disebabkan kebijakan unit usaha dalam menetapkan harga lebih murah 
dari pada harga pada harga yang berlaku pada umumnya dapat mematikan 
perekonomian unit-unit usaha yang ada disekitarnya (di luar pesantren). 
Terkait hal tersebut, dalam wawancaranya dengan peneliti Arfin Hamid 
(guru besar Fakultas Hukum Unhas) menyatakan bahwa “Islam tidak buta, Islam 
melihat hal-hal yang seperti ini, ketika ada yang melempar harga dengan harga 
yang berbeda maka perhatikan bagaimana bentuk kerja samanya”. Berdasarkan 
hasil penelitian, bentuk kerja sama pada unit usaha dengan agen dari beberapa 
produk cukup baik, sehingga unit usaha juga bisa menetapkan harga yang lebih 
murah untuk beberapa produk yang memang harganya murah dari agen. 
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Jika pihak unit usaha memang berorientasi mengejar keuntungan, maka 
bisa saja pihak pengelola menjual produk dengan harga yang lebih tinggi atau 
sesuai dengan harga pasar, khususnya untuk produk-produk yang diperoleh 
dengan harga murah pada agen. Alasan pesantren memasang harga yang lebih 
murah dari harga pasaran dipertegas oleh pernyataan Ibu Asriaty Lestari “harga 
yang diterapkan lebih murah agar para santrinya dapat membeli produk-produk 
yang ditawarkan oleh unit-unit usaha., karena unit usaha tidak mencari 
keuntungan namun berfokus untuk memenuhi kebutuhan para santrinya, maka 
dari itulah harga diupayakan dapat lebih terjangkau atau lebih murah”. 
Mengenai penetapan harga yang dianggap dapat merusak harga pasar, 
ditegaskan kembali oleh Ibu Asriaty Lestari bahwa “Tidak ada maksud untuk 
merusak harga pasar, karena fokus dari pendirian unit usaha dari awal ialah 
untuk memenuhi kebutuhan para santrinya agar lebih fokus dalam belajar dan 
penerapan harga ini diterapkan hanya dalam lingkup pesantren saja”. Pembeli 
dari luar pesantren umumnya adalah para orang tua atau kerabat penjenguk 
santri. Sedangkan untuk pembeli yang berupa orang luar yang kebetulan 
singgah, dapat dihitung jari atau sangat jarang. 
Penetapan harga jual yang lebih rendah dari toko-toko di sekitarnya 
sebenarnya bukanlah suatu strategi pihak pesantren khususnya unit usaha untuk 
bersaing dalam harga jual. Namun, lebih kepada bagaimana agar harga produk 
yang diperjual-belikan dapat terjangkau oleh para santri. Penetapan harga jual 
dengan margin yang rendah ini pula, meringankan beban orang tua santri 
khususnya dalam hal keuangan karena secara otomatis uang bekal yang 
diberikan kepada santri dapat lebih kecil karena harga produk pada unit usaha 
yang murah serta tidak perlunya para santri mengeluarkan uang transportasi 
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untuk keperluan seperti jajanan, alat tulis, dan keperluan lainnya, karena telah 
tersedia di lingkungan pesantren.  
 
4.4.1.2 Unit Usaha Wartel dan Laundry 
Dua unit usaha lainnya yang fokus pada pelayanan jasa yaitu Unit Usaha 
Wartel dan Laundry, keduanya memiliki sistem kebijakan penetapan harga yang 
cenderung berbeda dengan tiga unit usaha yang telah dipaparkan sebelumnya. 
Adapun kebijakannya adalah sebagai berikut. 
 
a. Unit Usaha Wartel 
Informasi yang diperoleh dari Kepala Unit usaha yaitu Untuk Unit Usaha 
Wartel menggunakan kebijakan sistem otomatis dengan menetapkan tarif 
tergantung dari berapa lama penggunaan teleponnya. Adapun tarif telepon yang 
dikenakan yaitu mulai dari detik pertama hingga detik ke-90 sebesar Rp 275 dan 
begitu selanjutnya dengan tarif berganda. Sebagai bahan perbandingan, peneliti 
mencari informasi tarif wartel di salah satu pesantren lainnya yang juga hingga 
saat ini masih mempertahankan usaha wartel. Menurut salah seorang informan 
(salah satu santriwati) yang bernama Nanda mengatakan bahwa “tarif wartel 
yang dikenakannya sangat mahal karena bicara tidak bicara asal telponnya 
nyambung maka akan tetap dikenakan tarif”. Adapun bagi hasil antara Unit 
Usaha Wartel dan Telkom perbandingannya sebesar 70:30 persen. 
Usaha Wartel saat ini memang tidaklah menjadi primadona dibandingkan 
beberapa tahun sebelumnya. Hal tersebut, disebabkan karena kemajuan 
teknologi termasuk teknologi komunikasi yang saat ini keberadaan telepon 
seluler atau bisa dikenal dengan handphone menjadi penyebab utama usaha 
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Wartel sepi bahkan banyak yang harus gulung tikar. Namun, pihak pengelola 
berusaha untuk tetap mempertahankan usaha ini karena mereka merasa bahwa 
kebutuhan telekomunikasi merupakan kebutuhan yang tak dapat hilang dari para 
santri walaupun keuntungan dari usaha ini tidak seberapa dibandingkan dengan 
unit usaha lainnya. 
Dari beberapa uraian dan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa sekali 
lagi unit-unit usaha Pesantren IMMIM Putra tidaklah mengutamakan keuntungan 
karena tarif wartel yang dikenakan sangat murah. Padahal mudah saja pihak 
pengelola menaikkan tarif wartel atau menetapkan kebijakan yang menghasilkan 
keuntungan lebih besar, karena hampir tidak ada pilihan lain utamanya bagi 
santri baru untuk berkomunikasi dengan orang tua dan keluarga mereka.  Hal ini 
dapat dilihat dari laporan pendapatan lima tahun terakhir dari unti usaha ini, 
sebagai berikut. 
Tahun Pendapatan (Rp) 
HPP+Biaya 
(Rp) 
Laba 
(Rp) 
Perbandingan 
laba terhadap 
pendapatan 
2009 3.000.008 2.198.600 801.409 27% 
2010 3459.246 2.600.943 858.303 25% 
2011 2.870.133 2.301.687 568.446 20% 
2012 5.625.058 2.556.253 3.068.805 55% 
2013 1.419.083 1.242.749 176.334 12% 
Jumlah 2.404.492 28% 
 
 
Berdasarkan laporan di atas, dengan jelas terlihat bahwa selisih antara 
biaya dengan pendapatan terpaut tidak jauh dan secara umum laba yang 
diperoleh sangatlah kecil. Dari tahun 2009 sampai tahun 2013 hanya ada satu 
periode dimana pendapatan dari Unit Usaha ini sangat besar dan ini dapat 
dikatakan luar biasa. Pada tahun 2012 kenaikan pendapatan yang diperoleh Unit 
Usaha wartel mencapai Rp.5.625.058, hal ini disebabkan karena pengguna jasa 
Tabel 4.5 Ringkasan Laporan Laba Rugi Unit Usaha Wartel 
Sumber: diolah dari data sekunder unit usaha 
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ini meningkat dan penggunaannya juga ke luar Makassar yang biasa dikenal 
dengan interlokal. Informasi dari Ibu Asriaty Lestari “pada tahun 2012 
penggunaan jasa ini oleh santri lebih besar dari sebelumnya, santri lebih sering 
menelepon orang tuanya dan interlokal maupun menelepon handphone sehingga 
biaya yang dikeluarkan lebih besar dan santri yang sering menggunakan fasilitas 
ini ialah kebanyakan dari santri baru, dimana mereka belum terbiasa berpisah 
dari orang tua mereka”. Dapat dikatakan santri baru pada tahun 2012 cenderung 
manja dan sangat sulit berpisah untuk sementara dari orang tua mereka. 
Para santri yang menggunakan fasilitas ini sebagian besar ialah santri 
yang yang berada pada tahun pertama. Karena keseringan menggunakan 
fasilitas inilah Unit Usaha ini mengalami peningkatan pendapatan yang sangat 
besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun penurunan yang sangat 
drastis terjadi pada tahun selanjutnya, dari perbandingan laba tahun 2012 yaitu 
55% menjadi 12% di tahun berikutnya. Karena orang tua santri mengeluh 
anaknya sering menelepon dan mengeluarkan biaya yang ternyata cukup besar. 
Maka dari itu pihak pengelola pesantren mengusulkan agar para santri yang ingin 
menghubungi orang tua mereka dapat melalui pembina-pembina mereka. “santri 
dapat menghubungi orang tua mereka melalui pembina mereka” tegas Kepala 
Unit Usaha. Jadi orang tua santri dan para santri mendapatkan kemudahan lagi 
untuk saling berkomunikasi asal tidak mengganggu jam pelajaran. Maka dari 
itulah pada tahun berikutnya Unit Usaha Wartel mengalami penurunan drastis.  
Melihat teknologi saat ini, ada baiknya unit usaha ini ditutup saja. Pihak 
pengelola pesantren dapat memaksimalkan penggunaan handphone untuk para 
santrinya melalui pembina pesantren. Adapun bagi karyawan yang bekerja di unit 
usaha ini dapat dipindahkan ke unit usaha yang lain seperti, Unit Usaha Kantin 
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maupun Unit Usaha Fotokopi. Menurut peneliti, Unit Usaha Kantin dan Unit 
Usaha Fotokopi masih kurang dengan jumlah karyawan mereka saat ini. 
  
b. Unit Usaha Laundry 
Unit usaha lainnya yang bergerak di bidang jasa dan dengan kebijakan 
penetapan yang agak berbeda dengan unit-unit lainnya yaitu Unit Usaha 
Laundry. Adapun kebijakan harga jual yang ditetapkan pihak pengelola Laundry 
ialah Rp.100.000 per bulan, adapun sistem pembayarannya dapat dilakukan di 
awal ataupun akhir bulan.Dari harga jasa laundry sebesar Rp 100.000/ orang/ 
bulan, Rp 75.000 akan diberikan kepada pihak pengelola usaha untuk membayar 
jasa para pekerja sedangkan sisanya sebesar Rp.25.000 akan dipotong untuk 
membayar biaya listrik dan air yang digunakan untuk usaha. Sebagaimana yang 
dinyatakan oleh Baldayatma Rahman selaku pengelola unit usaha, bahwa 
“Rp.25.000 ini dilakukan untuk membayar listrik dan air yang digunakan oleh 
para ibu rumah tangga yang menjadi pekerja Unit Usaha Laundry dan juga para 
ibu rumah tangga mendapatkan banyak fasilitas”.  
Kebijakan penetapan harga laundry yang diberlakukan oleh pihak 
pengelola, memang agak berbeda dengan usaha-usaha laundry lainnya yang 
mengenakan harga laundry sesuai dengan berat atau jumlah cucian. Namun, 
pihak unit usaha menetapkannya rata sebesar Rp 100.000, tidak melihat dari 
banyak atau sedikitnya pakaian yang dititipkan santri untuk dicuci. Kebijakan ini 
jika ditinjau maka ada beberapa yang masih kurang sejalan dengan nilai 
keadilan. Mulai dari pembayaran yang ditanggung antara siswa yang menitipkan 
dengan jumlah pakaian yang banyak dengan yang sedikit, namun harus 
membayar biaya yang sama. Selain itu bisa saja santri berpikiran untuk 
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menitipkan pakaian atau cucian yang banyak karena pembayarannya sama saja, 
jadi kemungkinan ada santri sebenarnya tidak terdaftar sebagai pelanggan 
laundry, namun bisa saja mereka menggunakan jasa laundry dengan jalan 
menitipkan pakaiannya pada teman atau santri yang berlangganan laundry 
karena menganggap bahwa sedikit ataupun banyak pakaian mereka jumlah 
pembayaran laundry tetap sama. 
Selain itu, hal tersebut memberi pula dampak yang kurang adil bagi 
pekerja karena besar atau sedikit pakaian yang harus mereka cuci sama saja 
upah yang harus mereka peroleh, karena yang memengaruhi meningkat atau 
turunnya upah mereka hanyalah jumlah pelanggan atau santri yang me-laundry. 
Sehingga, ada baiknya pihak unit usaha meninjau ulang kebijakan penetapan 
harga layanan laundry ini demi kemashlatan dan terciptanya keadilan pada 
masing-masing pihak terkait. 
Laundry ini merupakan Unit Usaha yang paling belia diantara unit-unit 
usaha yang lainnya.Unit Usaha ini baru mulai pada tahun 2012, awalnya unit 
usaha ini diperuntukkan buat para santri di tahun pertama, karena mereka belum 
mampu hidup mandiri dalam hal ini mencuci sendiri. Maka dari itulah pihak 
pengelola pesantren mendirikan unit usaha ini. Adapun ringkasan laporan 
keuangannya adalah sebagai berikut. 
Tahun Pendapatan (Rp) 
HPP+Biaya 
(Rp) 
Laba/Rugi 
(Rp) 
Perbandingan 
Laba terhadap 
Pendapatan 
2009 - - - - 
2010 - - - - 
2011 - - - - 
2012 5.317.083 5.890.933 (573.850) -11% 
2013 32.721.667 24.060.833 8.660833 26% 
Jumlah 8.660.833 3% 
 
 
Tabel 4.6 Ringkasan Laporan Laba Rugi Unit Usaha Laundry 
Sumber: diolah dari data sekunder unit usaha 
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Pendapatan di awal berdirinya hanya Rp. 5.317.083 dan diiringi biaya 
yang besar pula, namun pada tahun kedua pendapatan yang diperoleh 
meningkat. “berdasarkan pengalaman kami mencoba untuk dapat mengelola unit 
usaha ini dengan baik” ucap Ibu Asriaty Lestari. Pengelolaan yang baik 
menghasilkan pendapatan yang baik pula terbukti dari kerugian sebesar 11% 
menjadi keuntungan sebesar 26% di tahun berikutnya. 
Analisis di atas menunujukkan bahwa unit-unit usaha yang ada di 
Pesantren IMMIM Putra, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para warga 
pesantren secara umum dan khususnya buat para santrinya. Unit-unit usaha 
didirikan tidak untuk mencari keuntungan semata namun juga untuk 
pemeliharaan pesantren dan lain-lain. 
 
4.4.2 Penjualan Kredit 
Proses penjualan kredit merupakan kebijakan-kebijakan yang diterapkan 
unit-unit usaha dengan tujuan memberi kemudahan-kemudahan para pihak yang 
terlibat baik pihak internal unit usaha maupun pihak pembeli (santri). Adapun 
beberapa unit usaha yang peneliti amati menerapkan beberapa kebijakan-
kebijakan khusus antara lain: Toko Santri, Kantin, Fotokopi, serta Laundry. Untuk 
tiga jenis unit usaha yang dapat dikategorikan sebagai usaha dagang tersebut, 
memberlakukan kebijakan pemberian pinjaman atau pembayaran yang 
ditangguhkan, khususnya untuk produk-produk yang merupakan kebutuhan 
pokok. Dimana, jika karyawan yang sedang tidak memiliki uang untuk membeli 
sebuah produk yang sangat dibutuhkannya, maka unit usaha bersangkutan akan 
memberi kebijakan untuk memberikan pinjaman atau pembayarannya 
ditangguhkan hingga karyawan tersebut memiliki uang untuk membayarnya. 
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Jika karyawan ternyata tidak sanggup untuk membayarnya maka 
pembayarannya akan diambil dengan melakukan pemotongan gaji sebesar biaya 
produk yang telah dibelinya. Kemudian, jika harga pengambilan produk ternyata 
melebihi dari gaji bulanannya, maka pemotongan gaji tetap dilakukan namun 
hanya hanya setengah dari gaji tiap bulannya hingga harga produk yang diambil 
terlunasi. Karena pihak pengelola pesantren memahami, bahwa ada kebutuhan 
lain yang karyawan butuhkan sehingga diberlakukanlah kebijakan tersebut. 
Menurut informasi yang diperoleh dari Ibu Asriaty Lestari selaku kepala 
unit usaha mengatakan “para karyawan bebas melakukan pengambilan produk, 
tergantung dari kebutuhan mereka masing-masing, pihak pesantren dan 
pengelola unit  usaha tidak pernah membatasi”. Tidak semua karyawan maupun 
pembina sering melakukan pembelian secara kredit. “...Pembelian secara kredit 
ini kebanyakan dilakukan oleh para pembina maupun karyawan yang sudah 
berkeluarga, jadi yang yang sering melakukan ialah anak mereka yang selalu 
jajan” terang Ibu Asriaty. 
 Adapun kebijakan yang diberikan oleh unit usaha untuk para santri 
hampir sama dengan kebijakan yang diberikan kepada karyawan pesantren, 
dimana ketika santri yang bersangkutan tidak memiliki cukup uang untuk 
membeli suatu produk, maka santri akan diberikan kebijakan untuk penangguhan 
pembayaran hingga akhir bulan dan pihak pesantren akan memberikan informasi 
besaran biaya pengambilan produk santri kepada orang tua atau walinya 
sehingga, mereka dapat membayarnya. Akan tetapi kebijakan ini tidak 
diberlakukan kepada semua santri, karena pihak pesantren dalam 
memberlakukan kebijakan ini juga mempertimbangkan dari bagaimana etika dan 
sikap dari santri yang bersangkutan serta melihat pengalaman bagaimana santri 
atau pihak keluarga dalam melakukan pembayaran atau pelunasan produk. 
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Untuk kebijakan yang agak berbeda dari kebijakan tiga unit usaha di atas, 
yaitu Unit Usaha Laundry, dimana kebijakan pembayarannya cukup bervariasi 
ada pembayaran di awal bulan, di akhir bulan, atau pun bahkan ada yang 
membayar langsung beberapa bulan. Namun kebijakan sistem pembayaran ini 
masih dinilai kurang bagus oleh salah satu ibu rumah tangga yang tak lain 
merupakan pekerja pada usaha ini, Ibu Nurcahaya. 
Ibu Nurcahaya memiliki 20 orang santri yang menjadi langganan laundry-
nya.“Rp.75.000, kalau mau dikatakan cukup yaa, kita cukupkan saja” kata Ibu 
Nurcahaya. Pernyataan ini dilontarkan karena mereka merasa tidak cukup dan 
belum mampu untuk diseimbangkan dengan kerja keras yang dilakukan oleh 
para Ibu rumah tangga yang menjadi pekerja Laundry. “belum lagi kalau ada 
santri yang menunggak, artinya kita belum bisa dapat hasil kerja keras kita” 
tambah Ibu Nurcahaya. Jika dihitung penghasilan perbulan yang akan diperoleh 
Ibu Nurcahaya sebenarnya cukup besar untuk upah seorang pekerja unit usaha 
laundry yaitu Rp 1.500.000.  
Namun, hal ini akan menjadi terasa sedikit jika ternyata banyak 
pelanggan laundry (santri) yang pembayarannya menunggak. Pihak pesantren, 
pernah berusaha untuk mangatasi hal tersebut dengan cara membayarkan 
jumlah tunggakan santri. Sebagaimana dipaparkan lebih lanjut oleh Ibu 
Nurcahaya bahwa, “Pernah sempat ketika ada santri yang menunggak pihak 
pesantren yang menanggung pembayaran santrinya, namun itu hanya sekali dan 
tidak dilakukan lagi”. 
Kebijakan pihak pesantren untuk menanggulangi pembayaran laundry 
santri memang cukup baik untuk nasib para pekerja laundry sekaligus 
meringankan beban santri yang menunggak. Namun, hal tersebut bisa 
mendzalimi pihak pesantren sendiri. Padahal Islam sangat melarang adanya 
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tindak kedzaliman baik itu terhadap diri sendiri41. Sebagai penengah untuk 
masalah pada Unit Laundry ini, pihak pesantren dapat memperhatikan kebijakan 
pembayaran laundry, karena jangan sampai membiarkan para pekerja laundry 
tidak mendapatkan hasil sesuai dengan usaha atau jerih payah mereka. Atau di 
sisi lain ternyata ada pihak santri yang merasa terbebani dengan biaya laundry. 
Sehingga, ada baiknya pihak pesantren khususnya pengelola unit yang 
bersangkutan, untuk senantiasa mencari tahu alasan santri menunggak 
membayar jasa laundry, jika memang ternyata pihak keluarga tidak sanggup 
membayar, maka bisa saja pihak pesantren memberikan keringanan yaitu 
dengan cara menanggulangi pembayarannya yang menunggak dan untuk 
selanjutnya santri yang bermasalah pembayarannya dikeluarkan dari daftar 
pelanggan laundry. 
Ketegasan kebijakan tersebut, juga dapat membuat para santri lebih 
mandiri dan lebih merasakan bagaimana untuk menghargai jerih payah orang tua 
mereka dalam mencari nafkah. Selain itu, juga akan adil bagi pekerja dalam 
artian bagaimana agar pihak pengelola bisa betul-betul memberikan upah 
kepada pekerja bahkan sebelum keringatnya kering. Sebagaimana dengan 
hadits berikut “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya 
kering” (HR. Ibnu Majah).  Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak 
si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada 
kesepakatan pemberian gaji atau pembayaran setiap bulan. 
Beberapa kebijakan-kebijakan di atas dapat dinilai cukup bagus karena 
telah berusaha menerapkan konsep nilai-nilai ajaran syari’ah baik dari 
                                                             
41 Janganlah menzalimi diri sendiri sebagamana hadis riwayat Anas: “Pada suatu hari 
Rasulullah SAW melihat seorang lelaki sedang berjalan kaki. Ada orang memberitahu 
bahawa lelaki itu bernazar untuk berjalan kaki pergi menunaikan ibadah haji dan 
sekarang dia hendak melaksanakannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda 
menerangkan, ‘Allah tidak menghendaki perjalanannya. Sebab itu hendaklah dia 
berkenderaan.” 
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pandangan Al-Qur’an maupun hadits Rasulullah. Walaupun jika dikaji lebih dalam 
masih ada beberapa pengaplikasiannya yang belum sepenuhnya sesuai dengan 
konsep nilai keadilan Islam. Seperti, mendzhalimi diri sendiri dengan 
memaksimalkan pelayanan tanpa memikirkan keuntungan yang dapat 
dimaksimalkan. Namun, berbagai penerapan kebijakan yang telah diusahakan 
oleh beberapa unit usaha telah menunjukkan beberapa hal atau nilai-nilai yang 
diajarkan dalam Islam yang lebih dari nilai keadilan yaitu, nilai saling memahami 
dan ta’awun (tolong-menolong), khususnya dalam hal membantu pihak-pihak 
atau orang lain dalam kebutuhan hidupnya seperti halnya kebijakan pesantren 
dalam menerapkan kebijakan penangguhan pembayaran atau dengan kata lain 
para pelangan yang tidak sanggup membayar kontan, akan diberi tempo untuk 
melunasinya dan tanpa bunga sedikitpun42. 
Meski demikian, ada baiknya untuk menerapkan nilai keadilan seutuhnya 
yang didukung dengan nilai saling mamahami dan nilai ta’awun dalam 
penerapannya. Kebijakan-kebijakan ini perlu diberlakukan tanpa memandang 
siapa orang yang membutuhkan, sebagaimana kebijakan pesantren yang hanya 
diterapkan untuk orang-orang dalam lingkup pesantren saja dan khusus santri 
tidak semua dapat merasakan kebijakan dari pihak unit usaha dengan kata lain, 
pihak unit usaha masih memilih-milih santri yang mendapatkan boleh 
memperoleh penangguhan pembayaran. Oleh karena itu, kedepannya 
diharapkan kebijakan ini mampu diterapkan tanpa ada pengecualian. 
                                                             
42 Al-Qur’an dalam surah al-Baqarah ayat 280, yang artinya “dan jika (orang yang 
berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan 
menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetauhinya”. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Unit Usaha Pesantren IMMIM Putra menerapkan penentuan harga yang 
sejalan dengan metode penentuan harga jual berbasis nilai keadilan, yaitu atau 
cost-plus. Metode cost-plus merupakan harga jual yang diterapkan berdasarkan 
pada jumlah biaya di tambah keuntungan yang adil. Keuntungan yang adil yang 
dimaksud adalah kebutuhan dasar pedagang agar bisa bertahan hidup di dunia 
ini. Yaitu, untuk membiayai kegiatan operasional unit usaha, pemeliharaan unit-
unit usaha dan gaji para karyawannya. Konsep harga jual ini sejalan dengan 
konsep harga jual keadilan dalam perspektif bayani yang dikemukakan Alimuddin 
(2011). 
Besarnya penerapan keuntungan yang adil dalam penerapan metode 
harga jual ini berbeda-beda tergantung pada jenis usahanya. Penerapan 
besarnya keuntungan pada setiap jenis usaha adalah sebagai berikut: 
Pertama, Unit Usaha Toko Santri, Kantin dan Fotokopi memberi kebijakan 
Mark up yang diterapkan untuk produk makanan dan minuman adalah 10% dari 
harga pokok produk dan 20% untuk produk yang selain makanan. Dasar 
penerapan mark up ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari unit usaha ini, 
meskipun keuntungan yang diperoleh tidak besar namun mencukupi untuk 
kegiatan operasional seperti, penambahan produk baru, pemeliharaan dan biaya 
operasional Unit Usaha Toko Santri, Kantin, dan Fotokopi. Nilai keadilan pada 
kebijakan ini terletak pada margin yang diterapkan yang tidak terlalu besar dan 
tidak mendzhalimi konsumennya. Sehingga harga yang diterapkan terjangkau 
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karena penerapan margin ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan para 
santrinya bukan mencari keuntungan. 
Kedua, Unit Usaha Wartel memiliki kebijakan penetapan harga yang 
berbeda dengan ketiga unit usaha sebelumnya. Unit Usaha Wartel 
menggunakan sistem otomatis dengan menetapkan tarif tergantung dari lama 
penggunaannya. Kebijakan Unit Usaha Wartel ini sudah cukup adil karena biaya 
yang dikeluarkan sesuai dengan pemakaian. 
Ketiga, Adapun kebijakan harga jual untuk Unit Usaha Laundry ialah 
Rp.100.000/ orang/ bulan. Sistem pembayarannya dapat dilakukan di awal 
ataupun akhir bulan. Dasar dari harga jasa laundry ini ialah Rp 75.000 akan 
diberikan kepada pihak pengelola usaha untuk membayar jasa para pekerja 
sedangkan sisanya sebesar Rp.25.000 akan dipotong untuk membayar biaya 
listrik dan air yang digunakan untuk usaha. Kebijakan ini dinilai masih kurang 
sejalan dengan konsep nilai keadilan karena dapat menjadi pendzhaliman 
kepada salah satu pihak. Sebab, berapapun jumlah pakaian maka jumlah 
pembayaran tetap sama. Jika terlalu banyak jumlah pakaian yang di-laundry 
maka kerugian ditanggung para pekerja laundry, sedangkan jika terlalu sedikit 
maka kerugian ditanggung oleh konsumen/ santri. 
Kebijakan lainnya yan dilakukan oleh Unit Usaha Pesantren IMMIM Putra 
Makassar, dalam kaitannya dengan pembayaran tangguh dan sistem bagi hasil 
adalah sebagai berikut: 
Pertama, karyawan dan santri boleh menangguhkan pembayaran jika 
mereka tidak memiliki biaya dan mereka sangat membutuhkannya sampai 
mereka memiliki biaya untuk membayar utangnya. Dasar kebijakan ini sesuai 
dengan konsep nilai keadilan untuk memberi penangguhan pembayaran bagi 
mereka yang belum memiliki biaya untuk membeli suatu produk. Dalam Al-
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Qur’an surah al-Baqarah ayat 280, yang artinya “dan jika (orang yang berhutang 
itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan 
menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetauhinya”. Rasulullah SAW juga mengajarkan dalam syariah melalui etika 
berbisnis, adalah para pelangan yang tidak sanggup membayar kontan, 
hendaknya diberi tempo untuk melunasinya. Selanjutnya memberi  
pengampunan kepada si pembeli jika ia benar-benar tidak sanggup membayar. 
Kebijakan penangguhan ini berupa pemotongan gaji bagi karyawan, sedangkan 
untuk santrinya diakhir bulan orang tua dari santri yang diberi penangguhan 
tersebut datang untuk membayar utang anaknya. 
Kedua, Unit Usaha Toko Santri dan Kantin membantu istri pembina, istri 
guru maupun karyawan yang menjadi pemasok jajanan para santri dengan kerja 
sama konsinyasi. Pembagian keuntungan dibagi berdasarkan berapa banyak 
jumlah produk yang laku. Sebagai ilustrasi jika ada 100 buah kue dengan harga 
Rp 1000 per buah maka unit usaha hanya mematok keuntungan sebesar Rp.100 
per kue. Sehingga, jika semua kue laku terjual, maka unit usaha hanya akan 
memperoleh keuntungan sebesar Rp 10.000 (100 buah x Rp 100). Adapun nilai 
keadilan dari bentuk kerja sama ini ialah, kedua belah pihak sama-sama memiliki 
kerugian dan keuntungan. Kedua belah pihak untung jika banyak yang laku dan 
mendapat kerugian bersama jika produk yang terjual sedikit, pendapatan yang 
diterima oleh pemilik kecil jika produk yang terjual sedikit dan upah yang kecil 
pula diterima pihak unit usaha jika hal tersebut terjadi. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dipaparkan di 
pembahasan di atas, selanjutnya akan disarankan sebagai masukan kepada 
YASDIC Divisi Pesantren secara umum dan terkhusus untuk Unit Usaha,  maka 
saran yang dapat diberikan oleh peneliti, yaitu: 
Pertama, kebijakan yang diterapkan diharap tidak menjadi penzhaliman 
terhadap diri sendiri maka dari itu, penting juga memikirkan untuk mendapatkan 
keuntungan yang maksimal tanpa harus ada yang terzhalimi. Agar unit usaha 
dapat berjalan dengan baik dan dapat membantu pesantren dalam membina 
ummat/ santri dalam hal pembiayaan dari keuntungan yang diperoleh tiap 
tahunnya. Sebab, nilai keadilan dimaksudkan menjadi solusi bagi semua pihak 
agar tidak ada pihak yang terdzalimi dan menjadi lebih baik. 
Kedua, melihat teknologi saat ini, ada baiknya Unit Usaha Wartel ditutup 
saja. Pihak pengelola pesantren dapat memaksimalkan penggunaan handphone 
untuk para santrinya melalui pembina pesantren.  
Ketiga, Untuk Unit Usaha Laundry bisa saja santri menitipkan pakaian 
atau cucian yang banyak kepada santri yang menggunakan jasa ini karena 
pembayarannya sama saja, jadi memungkinkan adanya kecurangan pada 
santrinya. Seperti, jika santri yang tidak terdaftar sebagai pelanggan laundry, 
dapat menggunakan jasa laundry dengan jalan menitipkan pakaiannya pada 
santri yang berlangganan laundry karena menganggap bahwa sedikit ataupun 
banyak pakaian mereka jumlah pembayaran laundry tetap sama. Maka dari itu, 
hal tersebut memberi pula dampak yang tidak adil bagi pekerja. Sebab, upah 
yang akan diterima akan sama saja. Sehingga, ada baiknya pihak unit usaha 
meninjau ulang kebijakan penetapan harga layanan laundry ini demi 
kemashlatan dan terciptanya keadilan pada masing-masing pihak terkait. 
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Keempat, kebijakan pihak pengelola unit usaha untuk memberikan 
penangguhan. Kebijakan ini jangan menjadi kebiasaan bagi para karyawan 
maupun para santrinya untuk melakukan pembelian secara kredit atau 
penangguhan pembayaran. Sebab, meskipun hal ini sesuai dengan konsep nilai 
keadilan dalam Islam, yaitu memberi penangguhan bagi mereka yang tidak 
memiliki biaya namun hal ini dapat menyebabkan munculnya kebiasaan buruk 
untuk selalu melakukan pinjaman. 
Kelima, kerja sama dalam bentuk konsinyasi, masih memiliki 
kemungkinan terjadinya kecurangan. Maka dari itu penting untuk melakukan 
akad yang tertulis pada kerja sama ini agar memiliki hukum yang jelas dan nilai 
keadilan dapat dirasakan bersama antara pihak unit usaha dan pemasok. 
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